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KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah
daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) setiap tahunnya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam
peraturan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun
oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang
dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana
Kerja (Renja) BKAD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005-2026 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun (2021-2026).

Lebih lanjut isi dari Rencana Kerja (Renja) ini adalah gambaran perencanaan
berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dalam
penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil
Verifikasi Validasi, serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan
menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi
pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd, M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan
keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber
daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan
perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting
untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.
Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan
informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi
daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus
menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan
menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan
tujuan yang dikehendaki, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 secara partisipatif, koordinatif, sinergis
dan komprehensif menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) SKPD
pada setiap tahunnya sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Kerja
(Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahunan yang
memuat visi, misi,tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan
yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah
dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
tahun dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness),
peluang (opportunity) dan ancaman (treathment) yang ada atau mungkin timbul
dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat
dicapai dengan mengacu pada dokumen Renja SKPD. Renja Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah
disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun (2021-
2026) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Fungsi Rencana Kerja
(Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan
program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam urusan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diharapkan mampu menciptakan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
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1.2,

Rencana Kerja (Renja) yang disusun merupakan langkah awal untuk
melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam
penyusunannya mengacu pada visi dan misi dan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun proses penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Review Renstra SKPD yang berkaitan dengan :

* Prioritas program,;

» Target program;

» Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.
Analisis kondisi dan masalah sektor BKAD;
Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
Identifikasi program kegiatan yang ditangani BKAD ;
Kebutuhan program dan kegiatan BKAD tahun rencana;
Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif BKAD;
Rencana Kerja (Renja) BKAD berkaitan dengan :

e Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;

e Unit pelaksana.
8. Formulasi Rencana Kerja (Renja) BKAD berkaitan dengan :
o Kebijakan;

Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana;
9. Dokumen Rencana Kerja (Renja).

NouALN

Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 dengan memperhatikan pada
peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan RKPD (dasar
hukum) yakni sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk
pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
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Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 6 Desember 2016;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labubanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.

1.3.2.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah BKAD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 disusun dengan
maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin
dicapai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2026, serta untuk mewujudkan kondisi
yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja)
BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan.

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam
kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus
memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Bupati Labuhanbatu Selatan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 adalah merumuskan dan
menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka membangun daerah
dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna
mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun (2021-
2026) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah RPJPD (2005-2025).

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja (Renja) Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BKAD dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur.
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Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BKAD dalam
memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset
Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 adalah sebagai
berikut:

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKPD Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Fungsi
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam  penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan RKPD Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Dokumen
Pembangunan Lainnya.

Landasan Hukum

Memuat  penjelasan tentang  undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
menyusun perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD BKAD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu (2024)
dan Capaian Renstra BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun lalu (Tahun 2024).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
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BAB III :

BAB IV

2.2

2.3

24

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi BKAD, dampak terhadap
pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

Review Terhadap Rencana Kerja BKAD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,
penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan
temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
tehadap perbedaan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Tujuan dan Sasaran RKPD BKAD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian
rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU (2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD BKAD Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra
BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana
proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan
permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan
pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan
masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-
tahun mendatang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan ditetapkan Berdasarkan dengan adanya Perubahan Nomenklatur
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan
mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka Badan Pengelolaan
Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Selatan berubah
menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat (BKAD) merupakan
Badan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Badan Keuangan dan Aset
Ddaerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan sebagai
berikut, “Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan kewenangan otonomi
daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan”. Sehingga pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2021-
2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan
pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk
menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 tersebut, pada
dasarnya akan bermuara pada peningkatan perencanaan pembangunan serta
hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang
dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
secara menyeluruh yang dikaitkan dengan keakuratan perencanaan.

Kondisi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan urusan
perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama
yang bermuara pada ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan
dokumen  perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar
program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara
efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya
terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun
anggaran 2018 telah selesai diantaranya RPJPD Kabupaten Labuhanbatu
Selatan tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah, RPJMD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan
peraturan daerah, Renstra SKPD tahun 2021-2026 ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 yang
diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

|Page



2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun anggaran 2024 BKAD telah melaksanakan kegiatan yang
menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen
perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilaksanakan
setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan
sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD pada tahun
selanjutnya. Sebagai Institusi Pemerintahan maka evaluasi hasil Rencana Kerja
(Renja) SKPD dan pencapaian Renstra Tahun 2021-2026 SKPD disajikan
sebagaimana pada tabel 2.2 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024.
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Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan :

- Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketepatan Penyusunanan Laporan Keuangan

- Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Pertanggungjawaban APBD

- Persentase Silpa Terhadap APBD

Tabel 2.2.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD TA 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGAKT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran | Tingkat Capaian
I Realisasi Capaian Kinerja Renstra - " e RENSTRA Perangkat Daerah s/d | Kinerja dan Realisasi |  Unit OPD
Kode Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program | Target RENSTRA OPD Pada Tahun | o1y ¢, pengan Renjaopp | T2roet Kineria Dan Anggaran Renja OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran tahun 2024 (Akhir Tahun Anggaran RENSTRA | Penganggung
(Outcome) Kegiatan (Output) [ 2026 (Akhir Periode Renstra OPD) Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2024) RENJA OPD Yang Dievaluasi (2024) N
Tahun Lalu (s/d 2023) 1 satu) 11 (dua) 1 tiga) ¥ (empat) Pelaksanaan Renja Perangkat | Perangkat Daerahs/d|  Jawab
Daerah Tahun 2026 (2026) Tahun 2026 (%)
[UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
KEUANGAN
0 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 97.305.621.950 127] 18.,081.858.606 3.295.691.675 3.768.887.672 2:814.280317) 7.036.885.799) 16.915.745.463 62.011.073.108
DAERAH KABUPATEN/KOTA
I Kegiatan
Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Evaluasi
Pe Kinerja Per:
01201 |gan Evaluasi & 37.954.254 8 15546.105) 0| 1.350.000) 0 of 8 14.176.964] 15,526.964,00 15,526,964
Kinerja
Perangkat
01 201 01 Penyususn Dokumen Perencanaan |Jumiah Dokumen  Perencanaan | - y5lpoy men 8084497 7|Dokumen 0| 3 |Dokumen 3868838 0 [Dokumen 1350000 0 |Dokumen o o |pokumen 0| 3 |pokumen 251673 3 |okumen 3866736 10|Dokumen 3866736 6667  47,83/BoKkaD
Peranakat Daerah Perangkat Daerah
01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan _[Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
Dokumen RKA -SKPD \aporan Hasil Koordinasi 5{Dokumen 6475739 2|Dokumen of 1 |Dokumen 3713645 0 [Dokumen of o |ookumen 0| 0 [pokumen of 1 |ookumen 3700336 1 |Dokumen 3709336 3|Dokumen 370933 6000  57,28[8pkAD
Penviisinan Dokumen RKA-GKPD
01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan _|Jumiah Dokumen Perubahan RKA-
[Dokumen Perubahan RKA SKPD  |SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | - ¢] oy men 6808821  2|Dokumen 0| 1 |Dokumen 3776393| 0 [Dokumen 0| 0 |Dokumen o 0 |pokumen 0| 1 |Dokumen 3772084 1 |pokumen 3772084 3|Dokumen 3772084 6000  5540BPKAD
[Penyusunan Dokumen Perubahan
o coon
01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- _[Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
skPD Laporan Hasi Koordinasi 5{Dokumen 5727839 2|Dokumen 0| 1 |Dokumen 1616262 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 0] 0 |Dokumen 0| 1 |Dokumen 1614580 1 |Dokumen 1614580 3{Dokumen 1614580 6000  28,19]BPKAD
Penviisinan Dokumen DPA-GKPD
01 201 05 Koordingsi dan Penyusunan _|Jumiah Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordnasi | g1 poy men 5877419 2|Dokumen 0| 1 |Dokumen 1556086 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 0] 0 |Dokumen 0| 1 |Dokumen 1554700( 1 |Dokumen 1554700 3{Dokumen 15547000 6000  26,45[BPKAD
Penyusunan Dokumen Perubehan
noa.ccpn
01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan _[umiah Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan [ Kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  [Laporan Hasil Koordinasi 5{Laporan 4979.939|  2|Laporan of 1 |aporan 1012881 0 |Laporan of 0 |Laporan 0| 0 |Laporan of 1 |aporan 1009528 1 |Laporan 1009528 3|Laporan 1.009.528) 60,00 20,27|BPKAD
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Reaiisasi Kinerg
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 99,88 62,50| 40,91
Predikat Kinerja| SangatTinggi | SangatTinggi Rendah  [SM93¢
Rendah
01 2.02 Meningkatnya  [Administrasi Keuangan [ Terlaksananya Kegiatan
Keuangan
Keuangan Perangkat Daerah 87.146.796.021] 39.323.625.488) 23| 14.967.115.602 1914512346 3:302:363.882 2381.801.623 6.369.310.045 13.967.987.896 53.291.613.384
Perangkat
D b e m ~ 1
oL 202 0 Penyediaan Gaj dan Tunjangan - umlah Oreng yang Meneima - Gaj - 5{0rang / 86152200478 63|09/ s.60879.888] 21 [0/ 100934801 21 [/ 1913512346 0 |09/ sassassonr] o 0 | 2zaasea| o [0/ casossroa 2t [0/ 0| a0/ 2780882584 8000  61,26[8PKAD
N dan Tuniangn ASN buian buian buian buian buian bulan buian buian bulan
0 202 07 Penyediaan Administasi Jumiah Dokumen Hasi Penyediaan
Pelaksanaan Tugas ASN [AcminisrasiPelaksanaan Tugas ASN|  5{Dokumen 452104910 3Dokumen 240571.300) 1 |Dokumen 76331403 0 [Dokumen of o |ookumen 16898800 0 |Dokumen 13323400 1 |Dokumen 459830000 1 [okumen 76205200 4|Dokumen 3167765000 8000  7005BpKAD
01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan _[Jumla Dokumen Penatausahaan
qujian/Verfikasi Keuangan  |dan Pengujian/Verifikas Keuangan | 5|Dokumen 518799919 3|Dokumen 122174300 1 |Dokumen 89849398 0 [Dokumen 1000000 0 |Dokumen 0] 0 |Dokumen 47020000 1 [Dokumen 237600000 1 [Dokumen 71780000 4[ookumen 193954300 8000 37,39[BPKAD
KPD KPD
01 202 0 Koordingsi dan Penyusunan _|Jumiah Laporan Kevangan AKnT
Laporan Keuangan Akhir Tahun  [Tahun SKPD dan Laporan Hasil 5Laporan 6.748616)  2|Laporan o 0 [taporan o 0 [Laporan 0| 0 [Laporan of 0 |Laporan o 0 [Laporan of o |taporan o 2[taporan o 40,00 0,00/BPKAD
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
2000 byt Tahun G0
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01 202 07] Koordinasi dan Penyusunan _|Pumiah Laporan Kevangan Bulanan/
Laporan Keuangan Triwulanan)/ Semesteran SKPD dan
Bulanan)triwulanan/semesteran - [Laporan Koordinasi Penyusunan 90[Laporan 6.753.008|  36Laporan of 0 |Laporan of 0 |Laporan of 0 |Laporan 0| 0 [Laporan of 0 |aporan of o |aporan of 36|Laporan 0 40,00 0,00/BPKAD
B Laporan Keuangan
BulananTrinulanan/Semesteran
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 93,32 61,90 61,15
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah | Rendah
01 205 M Kegiatan
B P .
i Perangkat Daerah 1.244.104.183 707.958.501|  § 114.752.907] 0 7.360.000) 0 94.960.500) 102320500 810.279.001]
Perangkat
naara
o1 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta [Jumlah Paket Pakaian Dinas
[but Keenghapannya veseta At Kekengiapan 25[paket 324164690 12]paket 195.381.000[ 5 |patet 100.960.507| 0 [patet of o |patet 0] 0 [paket of 5 |patet 049605000 5 [Palet 94,960,500 17[patet 20341500 egoo|  8957[spkaD
01 205 10 Sosialisas Peraturan Perundang. | Jumlah Orang yang Mengikut
Undangan Sosialsas Peraturan Perundang- | - 37[oreng 378994493 33)0rang 481427501 0 |orang 0| o |orang 0| 0 |orang 0| 0 |oreng of o |orang of o |omng 0| 33Jorang sgrasor|  so19|  127,03fepkaD
undangan
01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi _[Jumiah Orang yang Mengiut
Peraturan Perundang-Undangan  (Bimbingan Teknis Implementasi 10[orang 540.945.000  3|0rang 31.150.000] 3 |orang 13.792.400( 0 [orang of 1 |orang 7360000 0 |orang of o [orang of 1t [|orng 7.360.000(  4|orang 38.510.000) 40,00] 7,12[BPKAD
Peraturan Perundang-Undangan
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 75,00 89,17 75,00 65,13
Predikat Kinerjal Sedang Tinggi Sedang | Rendah
01 206 [Administrasi Umum Perangkat |Terlaksananya Kegiatan
N Frae [l S i i 3.211.345.445 1651960937 34| 614.630.138] 265.142.228 166.523.888] 55.627.370) 120274.358] 607.567.844 2259528781
[Umum Perangkat Daerah
Daerah
01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi _[Jumiah Paket Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan [ Instalasi Listrik/Penerangan s|paket 47030421 | 3fpaket 58813.000) 1 [paket 10527.236| 0 [paket of o |patet 3343000 0 [Paket 3602000 1 |paket 3581000 1 [aket 10526000 4fpaket 693390000 8000  147,43(8PKAD
antar Banaunan Kantor vana Disediakan
01 206 0¢ Penyediaan Bahan Logistk Kantor_[Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor
ang Disediken s|patet 53814569 | 3[paket 28013500 1 [patet 60.156.386 1 [palet 50.340.000( 0 [palet 3090000 0 [Paket 1476500 0 |patet 44350 1 [paket 59.930.000  4fpaket 870525000 8000  163,44/8PKAD
01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan _|Jumlah Paket Barang Cetakan dan
benggandaan penggandaanyang Diediken 5{paket 142626087 [ 2fpatet 51612000 1 [paket 27.760.39( 0 [patet of o |patet 0] 0 [paket of 1 |paket 7380000 1 [palet 27328000 3paket 789400000 6000 5527/8PKAD
01 206 06 Penyediaan baan bacaan dan _[Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan
peraturan perundang-undangan  [Peraturan Perundang-Undangan | 150[Dokumen 475006032 | 30|Dokumen 62840000 0 [Dokumen 0| o |Dokumen 0| o |pokumen 0] 0 |pokumen 0| o |Dokumen o 0 |pokumen 0| 30[Dokumen casi0000( 2000  13,23(8PKAD
ana Disediakan
01 206 08 Fasiitas Kunjungan Tamu Jumiah Laporan Fasiitasi Kanjungan
ram 5{Laporan 50335344 | 3|iaporan 48.161.045( 1 [Laporen 44.488.340( 0 [Laporan 17.053.000| 0 |Laporan 20.967.000( 1 [Laporan 6373900 0 |Laporen of 1 |aporen 4393900 4[Laporen 92554945 8000 183,88[BPKAD
01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi [Jmiah Laporan Penyelenggaraan
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsutesi | 150]Laporan 2442332992 | 146|Laporen 1402521392 30 |Laporen 471.697.780| 15 |Laporan 197.140.228| 15 |Laporan 139.123.888| 0 [Laporan 44174970 0 |Laporen 84941858 30 [Laporan 465.380.944| 176 Laporan 1867002336 11733 76,488PKAD
KPD.
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 98,85 69,06 70,36
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang | Sedang
01 2.07 i g Barang Milik [ Tersedianya Pengadaan Barang
Pengadaan Daerah Penunjang Urusan  |Milik Daerah Penunjang Urusan
Barang Milik Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Daerah 1.017.308.240) 641.804.000| 31 806.392.390) 665.200.000) 58.785.000) 0 67.191.600) 791.176.600) 1.432.980.600)
Penunjang
Urusan
Pemerintah
01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas __|Jumlah Unit Kendaraan Dinas
(Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang slunit 455000000 olunit of 2 funit 679542000 2 unit 665200000 0 unit o] o |unit of o |unit of 2 |t 665200000 2[unit 665200000 40,00 146.20[8PkaD
Disediakan
01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang
Deedickon s{unit 165000000  63{unit 132.305.000( 24 |unit 14809340| 0 unit of 0 |unit 0] o [unit 0| 24 Junit 14763000 24 [unit 14763.000) 87 unit 147068000 174000 89,13[BPKAD
01 207 06 [Pengadaan Peralatan dan Mesin - [lumah Unit Peralatan dan Mesin olunit 397.308.240  57|unit 509.499.000] 5 |unit 112,041,050 0 unit 0| 5 |unit 58785.000 0 |unit o 0 |unit 52428600 5 |unit 111213600 62unit 620712600 688,89  156,23[BPKAD
| ainnia | 2inna vang Disediain
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 98,11 794,74| 140,86
T X X Sangat [Sangat
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi
01 2.08 i P liaan Jasa Penunjang Kegiatan
Urusan il Daerah liaan Jasa Penunjang
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah
sttt 3.025.039.524 1386522345 3] 867.305.398| 186.304.921 191.625.852| 115.874.232 252617.739 746.422.744 2.132.945.089)
Urusan
Pemerintahan
01 2.08 01 |Kefersediaan Jasa _|Penyediaan Jasa Surat Menyurat_|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat 5{Laporan 8110540  10|Laporen 0| 0 |taporen 4600814) 0 |Laporan o 0 |taporan 0] 0 |iaporan 0| 0 |taporen of 0 |aporen o 10|Laporan of 20000 0,00(BPKAD
01 208 02 [Ketersediaan Josa _|Penyedican Jasa Komunikasi, _|Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
[Komunikasi, Sumber|Sumber Daya Air dan Listrik [Komunikasi, Sumber Daya Air dan 5|Laporan 834.496952|  3|Laporan 300472345 1 |Laporan 346934724 0 |Laporan 31.204921] 0 |Laporan 128.225.852| 0 |Laporan 20274232| 1 |taporan 143017.739] 1 |Laporan 322722744 4|Laporan 623.195.089) 80,00 74,68]BPKAD
Daya A dan Listrk Listik yang Disediekan
01 208 03 Jasa |Penyediaan Jasa Peralatan dan _|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan  [Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor | g}, 5poran 324000.000]  3|Laporan 180.000.000 1 |Laporan 60.000.000] 1 [Laporan 60.000.000] 0 [Laporan of 0 |Laporan 0| 0 [taporan of 1 |taporan 60.000000]  4Laporan 240.000.000) 80,00) 74,07]BPKAD
Periengkapan yang Disediakan
s
01 2.08 04 |Ketersediaan Jasa _|Penyediaan Josa Pelayanan Umum [umiah Laporan Penyedican
Peleyanan Umum  [Kantor 122 Pelayanan Umum Kantoryang| ~ 5{Laporan 1856432032 3{Laporen 906.050.000] 1 |Laporan 455.769.860) 0 |Laporan 95.100.000( 0 [Laporan 63.400.000( 0 [Laporan 95.600.000( 1 [Laporan 109600000 1 [Laporan 363.700.000]  4|Laporan 12697500000 8000  68,32[BPKAD
Kantor Disediakan
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 86,06 110,00 70,51
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Tinggi _?i'::;' Sedang
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01 2.09 M Barang Milik
Persentase |Daerah Penunjang Urusan  |Barang Milik Daerah Penunjang
i intah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Barang Milik
= 1.623.074.283) 1383.456.374 46 696.116.066, 263.182.180) 42220050 260.977.092) 118354503 684.742.915 2.068.199.289)
Penunjang
Urusan
01 209 01 Penyediaan Jasa Pemelinarazn, _[Jumlah Kendaraan Perorangan
oiaya Pemeliaraan, dan Pajak - [Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan| g e 207.468.000  2Junit 76697944 1 [unit 38420000 1 [unit 16985.000( 0 unit 12637.050 0 unit 8520000 0 |Unit of 1 ot 38142050 3|unit 11489994 6000  5535[BPKAD
Kendaraan Perorangan Dinas atau [yang Dipelihara dan dibayarkan
endaraan Noac labatan paial
01 205 02 Penyediaan Jasa Pemelharaan, _[Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemelinaraan, dan Pajak  [Operasional atau Lapangan yang
Kendaraan Perorangan Dinas atau [Dipelivara can dibayarkan Pajak dan|  60[unit 877,136,000 36[Unic 600.053.346| 12 |Unic 27628559 7 |unit 96.074980| 0 [unit 29592000 0 [unit 35785992 5 [unt wsass| 12 unit 266901565 48|unic ss6os4011| 8000  9884epkaD
Kendaraan Dinas Operasional atau [Perizinannya
|
01 209 06 Pemeliaraan Peralatan dan Mesin [Jumlah Peralatan dan_Mesin
Lainnya Lainnya yang 24ofunt 242.982.283|  129|Unit 173639184 31 [unit 32610.000| 18 [unit 8320000 0 unit of o [t 10810000( 13 |unit 12906000 31 |unit 32036000 160]unit wse7s.184 6667 8465[8ekAD
Dinelihara
01 209 09 Pemeliaraan/Rehabiltas Gedung_[Jumlah Gedung Kantor dan
Kantor can Bangunan Lainnya  [Bangunan Lainnya yang to[unt 205.488.000)  8|Unic 533.065.000] 2 |Unit 348.800.526| 1 [Unit 141802200 0 [unit of o [unt 20586100 1 |Unit of 2 ot 347.663.300]  10[Unic 8807202000 10000 298,06]8PKAD
niceliacaiishahiiac
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 98,37 70,16| 127,42
T - ’ Sangat
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang Tinggl
A LR 854.954.642.959) 142 131.180.254.546| 14.067.373.716] 8.324.478.732 72.775.078.499) 29.998.914.584| 125.165.845.531 499.268.034.596|
Koordinasi dan Kegiatan
Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyususnan
Rencana Anggaran Daerah
4.195.369.723 2528.902.264| 75 1.408.545.680) 34.965.000 227.034.000) 354212373 658.231.540 1274442913 3.803.345.177
Daearah dalam
Penyususnan
Rencana
02 201 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA _[Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
on oS [ang Disueun 10[Dokumen 66.175.376|  6{Dokumen 38327813 2 [Dokumen 15368824 0 [Dokumen of o |okumen 0| 0 [pokumen of 2 [ookumen 15285.110) 2 |Dokumen 15285110 gookumen sse2ons| 8000  sL02feeken
02 201 02 Koordinasi dan Penyusunan _[Jumlan _ Dokumen _Perubahan
Perubahan KUA dan Perubahan  [KUA  dan Perubahan PPAS yang | 10]Dokumen 67.265863  6{Dokumen 38.090.626 2 [Dokumen 14267582 0 [Dokumen of o |ookumen 0| 0 [pokumen of 2 [ookumen 14192350 2 |Dokumen 14192350 8Dokumen a0 8o 7773[eeKe0
pras Disusun
0 201 3 Koordinas), Penyusunan dan _[Jumlah RKA-SKPD yang Diverfiasl
Verfkas AKA SKOD 185{Dokumen 33.483710| 103Dokumen 18.608.690| 33 [Dokumen 7516835 0 |Dokumen of o |okumen 0| 0 [pokumen of 33 |ookumen 75045000 33 |Dokumen 7,504,500 136[Dokumen 3100 731 77,09[8pk0
{02 201 o4 Koordinas), Penyusunan dan _[Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang
\entics perubaton RKA SXPD | it 185{Dokumen 32788.007]  103{pokumen 18520.843( 33 |Dokumen 7377428 0 |Dokumen of o |pokumen 0| 0 |Dokumen of 33 |pokumen 7301800 33 [pokumen 7.3018%| 136{Dokumen seszs| st 7{eke
02 201 05 Koordinas), Penyusunan dan __[Jumlah DPA- SKPD yang Diverfikasi
Verfod 0PA - SKPD 185{Dokumen 27872909 70|Dokumen 5620350 0 |Dokumen 7:516.824| 0 |Dokumen of o |okumen 0| 0 [pokumen of o [ookumen 7500084 0 |Dokumen 7.500.084|  70[Dokumen Baoan| s a0
02 2.01 06 [Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang
enfio Perubahn OPASKPD  [piverias 185{Dokumen 27261.375|  70|Dokumen 5053150 0 |Dokumen 7.377.436| 0 |Dokumen of o |okumen 0| 0 [pokumen of o |ookumen 7370440 0 |Dokumen 7.370.440|  70|Dokumen nanso| s ass7feK0
[0z zot 07 Koordinasi dan Penyusunan [Jumiah Peraturan Daerah tentang
Peraturan Daerah Tentang APBD [APBD. dan Peraturan Kepa
eraturan Daerah Tentang dan Peraturan Kepala 10|Dokumen 1.959.391.806|  6|Dokumen 1271.009.203| 2 [Dokumen 517.646314) 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 212.294.000] 0 |Dokumen 35.509.126| 2 |Dokumen 21267655 2 |Dokumen 460479676 8|Dokumen 1731488879 8000  8837[epkeD
dan Peraturan Kepala Daerah  [Daerah tentang Penjabaran APED)
tentang Penjabaran APBD
02 201 08 Koordinasi dan Penyusunan _[Jumlah Peraturan Daerah tentang
Peraturan Daerah Tentang perusahan APBD dan Peraturan
Perubahan APBD dan Peraturan  [Kepala Daerah tentang Penjabaran | 10]Dokumen 1419362125 6[Dokumen 960.878.120| 2 |Dokumen 472924954 0 |Dokumen of o |okumen 7260000 0 [Dokumen 38416870 2 [Dokumen 3500112200 2 [pokumen 404,688,090 8|Dokumen 1365566210 8000  96.21[BeKeD
Kepala Daerah tentang Penjabaran [Perubahan APBD
Perubahan APBD
@ 201 08 Koordnasi dan Penyusunan _[Jumlah Dokumen Requasi_serta
Reguiasi serta Kebiakan Bidang  [Kebiakan Bidang Anggaran s{pokumen 561.768.552)  1]Dokumen 172.784469 1 [Dokumen 358.340.483| 0 |Dokumen 34965000 0 [pokumen 7480000 0 [Dokumen 280286.377] 1 |Dokumen 27303%[ 1 |Dokumen 350411773 2|Dokumen sng6242| 4000  9308eekaD
inggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 90,48| 56,82 90,66
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi |Tinggi Rendah  |Tinggi
[022.02 [Meningkatny [Koordinasi dan Pengelolaan _|[Teriaksananya Kegiatan
Daerah [Koordinasi dan Pengelolaan
:"“':'.';”"ﬂ“ [Perbendaharaan Daerah 3.254.598.989) 509.536.525| 7 208.719.831] 87.759.300) 35.675.158| 4.608.000) 60.385.400 188.427.858 697.964.383|
engelolaan
Perbendaharaan
02 202 01 E:Z:‘h"“'da”pe”ge“"“”m ;‘;’:‘;:i"rﬂ‘:;";”}(:“;;‘;:?'““‘ 3|Dokumen 928.200.000]  2|Dokumen 65.860.375| 1 |Dokumen 54521137 1 |Dokumen 17.223.900] 0 |Dokumen 28551.158) 0 |Dokumen 4608.000] 0 [Dokumen 23100000 1 |Dokumen 52.693.058)  3|Dokumen 118553433 10000  12,77[BPKAD
02 202 02 Pengelolzan Sisa Lebin Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
perhitungan Anggaran Sisa Lebi Peritungan Anggaran | 3| Laporan 92820000 1fLaporan of o |aporen of o |aporan of 0 |aporan 0| 0 [Laporan of o |aporen of o |aporan of  1feaporen of 3w 0,00[8PKAD
ITahun Sehelumnya. [ Tahun Sehelumnya.
02 202 03 Penyiapan,  Pelaksanaan Jumiah Dokumen Hasi
Pengendalin  dan Penerbitan  [Pengendalian _dan Penerbitan s{pokumen 101266470 2{Dokumen 7023600 1 |Dokumen 7.168.941| 0 |Dokumen of 1 |pokumen 7124000 0 [Dokumen of o |ookumen 1 |pokumen 7124000 3|Dokumen 600 6000  1397[BeKeD
nagaran Kas dan SPD. Anaoaran Kas dan SPD.
02 202 04 Penatausehaan Pembiayaan [lumiah  Dokumen Hasi
Daerah oenatausaaan Pemtiayaan Doerah | 3{Pokumen 92820000 tfpokumen of o |pokumen of o |pokumen of o |pokumen 0| 0 [Dokumen of o |pokumen of o [ookwmen of t|pokumen of s o.0[eekeD
02 202 05 Koordinas, Fasiltasi, Asitensi, _[Jumla Dokumen Hasi Koordinas),
Sinkronisas, Supervisi, Monitring_[Fasitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
an Evaluas Pengelolaan Dana  [Supenvs, Monitoring, dan Evaluasi | 3{Dokumen 116025000 1{pokumen of o [ookumen of o |ookumen of o |okumen 0| 0 [pokumen of o [ookumen of o [|pokumen of  1lookumen of 3w 0,00[8PKAD
perimbangan dan Dana Transfer  [Pengelolaan Dara Perimbangan
| ol
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02 202 %6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama|umiah Dokumen asil Koordinasi,
dan Pemantauan Transaksi Non Pelaksanaan Kerja Sama dan
Tunai dengan Lembaga Keuangan [Pemantauan Transaksi Non Tunai | s|Dokumen 196468627 3{Dokumen 138.837.600 1 [Dokumen 24995730 1 [Dokumen 24802900 0 [Dokumen of o [ookumen of o |okumen 1 |pokumen 24802900 4fpokumen 163690500 8000  83,29[8PKAD
Bank dan Lembaga Keuangan  [dengan Lembaga Keuangan Bank
Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank]
[02 202 7 Koordinasi dan Penyusunan _[Jumiah Laporan Realisasi
Laporan Realisasi Penerimaan dan [Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Kas Daerah, Laporan|Daerah, Laporan Alran Kas, dan
[Airan Kas, dan Pelaksanaan  |Pelaksanaan
9 gan dan g dan
Penyetoran Perhtungan Fitak  [Penyetoran Perhitungan Finak
\etia (PP Ketia (PR dan Lapora Hasi s{Laporen 265456386 3|Laporan 96:595.700( 1 [Laporan 54513535 1 [Laporan 36.408.200 0 [Laporan 0| 0 |taporen o 0 |taporan 18067500 1 |Laporan 54475700 4[Laporan 151071400 8000 s6,91[BPKAD
Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimazn dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
pelaksanaan
[02 202 08 Koordinasi Peiksanaan Piutang [Jumiah Dokumen Hasi Koordinasi
dan Utang Daerah yang Timbul |Pelaksanaan Piutang dan Utang
[ioat Pengelolaan Kas, Daerah yang Timbul Akibat
eiaksanaan Analiss Pembiayaan |Pengelolaan Kas, Plaksanan 3{Dokumen 92820000 0[pokumen 0| 0 |pokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |pokumen of 0 [Dokumen of  o|pokumen o 00 0,00[BPKAD
dan Penempatan Uang Daerah  |Analisis Pembiayaan dan
sebagai Optimalisasi Kas Penempatan Uang Daerah sebagai
02 202 09 Rekonsilasi Data Penerimaan _[Jumiah Dokumen Hasil Rekonsiiasi
dan Pengeluaran Kas serta |Data Penerimaan dan Pengeluaran
Pemungutan dan Pemotongan  [Kas serta Pemungutan dan s{pokumen 166.142304  3{Dokumen 117.326300] 1 [Dokumen 24240550 1 [Dokumen 9324300 0 [Dokumen of o [ookumen of 0 |okumen 13156000( 1 [Dokumen 22462300 4fpokumen 130808600 80,00 84,15[8PKAD
[Atas 5P2D dengan Instansi Terkait |Pemotongan atas SP2D dengan
Instansi Terkeit
02 202 1 Penyusunan Petunjuk Tekns _[Jumlah Petunjuk Tekns Admiistas]
[Acministasi Keuangan yang ~ |Keuangan yang Berkaitan dengan
Serkaian dengan Penerimazn dan Penerimazn dan Pengeluaran Kas | 3fpgyymen §77.710202)  1{Dokumen 52844400 1 [Dokumen 432799%| 0 [Dokumen of o [ookumen of o [ookumen of 1 |pokumen 2680990 1 [Dokumen 26849900 2{Dokumen 79604300 6667 9,08[PKAD
Pengeluaran Kas Serta serta Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Pertanggungiaviaban Sub Kegiatan
wh Keaiatan
02 202 11 Pembinaan Penatausahiaan Jumlah Orang yang Mengiut
Keuangan Pemetintzh [Pembinazn Penatausahaan 3|Dokumen 324870.000)  1[Dokumen 31.048.550] 0 |Dokumen of o0 [Dokumen of 0 [pokumen of 0 [pokumen 0| 0 [Dokumen of o |Dokumen o|  1[pokumen 31.048.550) 333 9,56BPKAD
Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintzh
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 90,28 58,54 21,45
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Tinggi Rendah ::"3:;
02203 |Meningkatnya _|Koordinasi dan Pelaksanaan _|Terlaksananya Kegiatan
Persentase  |Akuntansi dan Pelaporan  [Koordinasi dan Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah | Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Keuangan Daerah
Daearah dalam 5.962.892.038 1637.145.592| 56 876.207.980) 36.997.800) 140.454.942 278.968.110) 293.637.980) 750.058.832 2.367.204.424
Pelaksanaan
[Akuntansi dan
Pelaporan
02 203 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi [Jumiah Laporan Hasi Koordinasi
penerimaan dan Pengeluaran Kas  |Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan | 5|Laporan 103903036 1|Laporan 1542400 0 |Laporan 0| 0 |taporan of 0 |taporan 0| o |taporan 0| 0 |taporan of 0 |taporen of  1ftaporan 1542400 200 1,48(BPKAD
Nacrah dan Penaeliiaran Kag Naerah.
02 203 02 Rekonsilas: dan Verffies Asef, _[Jumiah Dokumen Hasi Rekonsiast
Kewajiban, Exuitas, Pendapatan, —[dan Verifkasi Aset, Kewajban,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- Ekuitas, Pendapatan, Belanjs, 5{Dokumen 102783122 1|Dokumen 4950000 0 [Dokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |pokumen of 0 [Dokumen of  1|Dokumen 4950000 20,00 482[BPKAD
L0 dan Beban Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan
Beban
[02 205 03 Koordinasi Penyusunan Laporan _[Jumiah Laporan
Peleksanaan
[APBD Bulanan, Trivulanan dan  |Pelaksanaan APBD. Bulanan, s{Laporan 162435.000(  18|Laporan 16.169.300| 18 |Laporan 16305.164| 4 |Laporan 5979.100] 0 |Laporan 1.287.000( 0 [Laporan 7520000 14 |Laporan 10200000 18 [Laporan 15.806.100|  36Laporan 319754000 72000 19,69(8PKAD
Semesteran Trinulanan dan Semesteran
02 203 04 Konsolidasi Laporan Keuangan _[umiah Laporan Keuangan SKPD,
i:::”‘;:UEE‘::D"ALE"W" E:zDen:?:hm;:r:r:h K::s;ga" 5|Laporan 992.192.186  3|Laporan 298.500.100] 1 |Laporan 173872281| 0 |Laporan 16641700 1 |Laporan 132.017942| 0 |Laporan 1350000 0 |Laporan 212050000 1 |Laporan 171214642 4|Laporan 9714742 so00|  47.34[sPKaD
Terkonsolcasi
02 203 05 Koordinasi Gan Penyusunan _|Jumleh Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah  [Daerah tentang
Tentang Pertanggungjaaban |Pertanggungjaviaban Pelaksanaan
APED D dan 10{Dokumen 2379926194 6|Dokumen 916193000 2 [Dokumen 350942788 0 |Dokumen 14377000 0 |Dokumen 7150000 2 |Dokumen 245.493.000) 0 [Dokumen 2 [pokumen 267020000 8Dokumen 1183213000 s000f  49,72[BeKeD
dan Rancangan Peraturan Kepala|Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran
Pelaksanaan Pelaksanaan
- 2an
02 203 09 Penyusunan Kebijakan dan umiah Kebijakan dan Panduan
Pa"“”“““”‘”::rﬂi:ﬂ":“ Tek"'som’as'°”a“\k“ntans‘ 1{Dokumen 835.380.000(  1|Dokumen 80.38.400| 1 [Dokumen 16594775 0 |Dokumen o 0 |Dokumen o 0 |Dokumen 0| 0 [Dokumen ol o |pokumen 0| 1[pokumen 80383400 100,00 9,62[BPKAD
permarintzh Nagrai b Naarzh
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02 203 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur[Jumiah Sistem dan Prosedur
[Akuntansi dan Pelaporan Keuangan|Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 900.379.508} 76518492| 1 |Dokumen 41457121 o o o t of 1 |Dokumen 20305110 2| 96823602 20000 BPKAD
Pemerintah daerah Pemerintah Daerah
02 203 11 Pembinaan  Akantans, Jumiah Orang yang Mengikut
Pelaporan  dan - zembmanﬂkumﬂ%PE‘aDw" 393.072.992] 242.883.900| 33 [Orang 277.035.851 o o o o 271412980 33 |Orang 275.712.980| 142 518.596.880( 430,30 BPKAD
emerint jan
pemerinizh
02 203 12 EEEE'”“"Pe"ge“"“”““"“” ]D“‘;"f:BLUD“"“““”“"‘”&"Q 1{Lembaga 92820000 0|Lembaga 0| 0 |Lembaga 0 0 |Lembaga 0o 0 [Lembaga 0| 0 [Lembaga 0| 0 |Lembaga of o |lembaga 0| oftembega o 000 0,00[8PKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 98,21 85,60 295,45 40,03
e .. — Sangat _|Sangat
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Tinggi Tinggi g
02 2.04 1jang Urusan  Terlaksananya Kegiatan
gel yjang Urusan
Penunjang Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
Urusan 841.311.782.209 369.300.21258| 3 128.686.781.055| 13.907.651.616] 7.921.314.632) 28.986.659.664) 122.952.915.928,00 492.253.128512
Kewenangan
Pengelolaan
02 204 08 [Analiss Perencanaan dan Jumiah Laporan Hasil Analss
Penyaluran Bantuan Keuangan  |Perencanaan dan Penyaluran 741.755.788.054 356.657.371.258| 1 |Laporan 120.995,954.500 13.907.651.616 792131463 26630609.128) 1 [Laporan 1205%.8653%2 4 477254236650 80,0) BPKAD
Baniuan Kevangan
02 204 09 Pengelolaan Dana Darurat dan | Jumiah Laparan Hasil Pengelolaan 60.000.000.000) 1807571524 1 |Laporan 3.047.948.369 o o o o 1 17080000 1 |Laporan 17.980.000] 4| 1825551524 80,00 BPKAD
Mendesak Dana Darurat dan Mendesak
02 204 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasl _[Jumiah Laporan Hasi Pengeloiaan
abupatenfKota ana bagiHasi Kabupaten/Kota 30.555.994.155 10835.269.802| 1 |Laporan 4.642878.186) o o o o 1 23380705%| 1 |Laporan 23360705%| 4 13473340338 80,00 BPKAD
rja Per Kegiatan| 100,00 95,54 80,00
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
02 2.05 g Data dan  Terlaksananya Kegiatan
g i i ng Data dan
| dan Informasi Pemerintah Daerah Implementasi Sistem Informasi
Implementasi (Lingkup Keuangan Daerah  (Pemerintah Daerah Lingkup 230.000.000 126.392.100 1 0 0| 0 0 - 126.392.100
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pemerintah
Daerah Lingkup
[02 205 @ Implementasi dan Pemeifaraan _[Jumiah _Dokumen _Hasi
Sistem Informasi Pemerintah  {Implementasi ~ dan Pemelinaraan 230.000.000) 126392.100 1 |Dokumen of o o o o o of o |pokumen 1 126392.100| 100,00 BPKAD
Daerah Bidang Keuangan Daerah [Sistem  Informasi ~ Pemerinteh
nascab Bidano v Dazh
rja Per Kegiatan 0,00 0,00 100,00
Predikat Kinerja| SangatRendah |  Sangat Rendah ffr:‘gfi‘
PROGRAM PENGELOLAAN
[ L ) B L B 3.643.408.813 44 1.086.582.989) 3.940.000) 4.498.000) 773.221.515| 936.500.774 2,096.242.805
BARANG MILIK
Ay
Meningkatnya _|Pengelolaan Barang Milik | Terlaksananya Kegiatan
Persentase Daerah Pengelolaan Barang Milik
Pengelolaan Daerah
Keuangan
Dacarah dalam 3,643.408.813 1.159.742.031) 44 1.086.582.989) 3,940,000 4.498.000) 773.221515] 936,500,774 2,096.242.805
Pelaksanaan
[Akuntansi dan
Pelaporan
03 201 01 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun 527.990.465| 194984956| 1 [Dokumen 64088678 2,440,000 of o 27500000 1 |Dokumen a32st600| 4 2823655 80,0 BP0
03 201 02 Penyusunan Standar Barang Mk [Jumiah Standar Barang Mik
Daerah dan Standar Kebutuhan ~ [Daerah dan Standar Kebutuhan 152.311.381) 55.554.500] 2 |Dokumen 21.501.842] 1.500.000 o o 5725000 2 |Dokumen 20.784.800| 5| 76339300 100,00 BPKAD
Barang Miik Daerah Barang Miik Daerah
03 201 03 Penyusunan Perencanaan Jumiah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik Daerah  |Barang Milik Daerah 112.311.596 0| 0 [Dokumen ol o o o o o 0 0 0 [Dokumen o of 0| 0,00 BPKAD
03 201 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan| Jumiah Kebijakan Pengeloiaan
Barang Miik Daerch Barang Miik Daereh 84.230.848 27.0025%] 1 [Dokumen 3421056 o o o o 1 333843000 1 [Dokumen 33384300 2| 60386.8% 4000 BPKAD
03 201 05 Penatausahaan Barang Mk |Jumlah Laporan Penatausanaan
serah garang Milk Drah 114229672 18471000 0 |Laporan o o o o o o 0 of 0 |Laporan of 1 184700000 20,00 BPKAD
03 201 06 Ientatisasi Barang Milk Daerch  {lumiah Laporan Hasi Inventarisas! 271234321 186.945.289 1 |Laporan 94.540.943} o o o o 1 81610239 1 |Laporan 81610239 4 28.555528) 80,00 BPKAD
(LHI) Barana Milk Daerzh
03 201 07 9 Barang Milk Daerch ]B“arr”a‘:';;ﬁf’;;:‘::“”“ga“‘a“” 210.563.353 86171200 1 |Laporan 495.450.503 o o o o 3053412200 1 [Laporan 459.166.220] 2 545337.420] 40,0 BPKAD
03 201 08 Penilaian Barang Milk daerah _|Jumiah Laporan Hasil Peniaian
Barang Miik Daerah dan Hasil 489.548.822] 190515701 1 |Laporan 79.194.830) o o 4,498.000) 9667400, 1 |Laporan 37190400 4 227.706.101 80,00 BPKAD
Koordinasi Peniian Barang Milk
naeran
03 201 09 Pengawasan dan Pengendalian _|Jumich Laporan asil Pengawasan
Pengelolaan Barang Miik Daerah |dan Pengendalian Pengelolaan 285582633 113.648.340| 1 |Laporan 94.289.393 o o o o 1 20919800( 1 [Laporan 20919800 4| 204568140 80,00 BPKAD
Rarana Milik Daprah.
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03 200 10 Optimalisas! Penggunaan, Jumiah Dokumen Fasi Optimalsasi
. ggunaan, Pemanfatan,
, dan Penghap Pemusnahan, | 5|Dokumen 496.169.023|  3{Dokumen 67380732 1 [Dokumen 79.687.5%| 0 [Dokumen 0| 0 |Dokumen 0| 0 |Dokumen 26.369.859| 1 [Dokumen 210025 1 [bokumen 4847115 4fpokumen ussstea7|  so00|  2335[BeKeD
Barang Milk Daerah dan Penghapusan Barang
Do
03 200 11 Rekonsiasi dalam rangka Jumiah Laporan Hasi Rekorsast
Penyusunan Laporan Barang Mik [dalam rangka Penyusunan Laporan | 5{Laporan 502.784.647|  3|Laporan 110.047523| 1 [Laporan 6407982 0 [Laporan of o [Laporan of o [Laporan of 1 |aporan 6330790 1 [Laporan 63347900 fLaporan 73305423 sog0|  3449[8PraD
ah, Barana Milik Daprah.
03 201 12 ;::f:;“"a"La"“’a"Ba'a"gM“‘k JD“E’”I‘::“L:"’@’;‘SEL:”QM”“‘ 5|Laporen 165.387.597  2|Laporan 50.740.000| 1 |Laporan 30.149.392| 0 |Laporan 0o 0 |Laporan 0 0 |Laporan 0| 1 |Laporan 30003400 1 |Laporan 30003400 3|Laporan 80743400 60,00  48:82/BPKAD
[ 200 3 Pembinaan Pengeloaan Barang _|Jumlah Orang yang Mengikt
Miik Daerah Pemerintah Pembinaan Pengelolaan Barang Miik - 33)0ran 231.044.454|  70|0rang 58.280.200| 33 [Orang 30.179.372] Orang o o [orang o o [orang 0| 33 [orang 8371000 33 [orang 8.371.000| 103|Orang 66651200 312,12 28,85BPKAD
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Kabupate/Kota
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan| 100,00 86,19 150,54 57,54
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Tinggi ?ia“":;it Rendah
Jumiah Total | | | 955.903.671.722| | | 420.357.15&.741| :m| | 150.348.696.141 17.367.005.391 12.097.864.404) 75.744.200.075] 37.809.021.898| 143.018.091.768,00 563.375.350.509
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Program 90,25 95,12 85,57| 58,94
Predikat Kinerjal Tinggi Sangat Tinggi Tinggi |Rendah
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
berdasarkan dengan mempertimbangkan adanya @ situasi = Perubahan
Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan
mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka dilakukan beberapa
perubahan dalam anggaran untuk Tahun Anggaran 2022, mempunyai tugas
pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Keberadaan BPKAD sebagai leading sektor, pengelolaan keuangan
dan aset di daerah, memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset
yang tertib, akuntabel dan optimal sehingga mendukung optimalisasi
pembangunan daerah. Selain itu BKAD berkewajiban menjadi motor bagi
terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencapaian tata kelola
keuangan dan aset daerah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan tugas
BKAD Kab. Labuhanbatu selatan diharapkan terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar SKPD
dan Instansi serta Stakeholders lainnya dalam urusan pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan kondisi yang diinginkan maka peningkatan
kualitas BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah harus terus dipacu
dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang
dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan, maka identifikasi dan evaluasi pelayanan dapat
dilihat dari kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKAD dan Bagian
Keuangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana
Kerja (Renja) BKAD. Namun sebagai Institusi baru berdasarkan peraturan,
BKAD mempunyai Dokumen Perencanaan sendiri yaitu Rencana Kerja (Renja)
dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga identifikasi dan evaluasi kinerja
pelayanan BKAD berjalan berdasarkan evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tabel 2.3 dan
IKU pada Lampiran.
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Tabel 2.3
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 2.3
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2021-2026

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

Rasio Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun | " | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun [ oo o
Tz;?:n Tﬂl:n T:;?:n Tz;?:n z;(:n Kinerja z;(:n i;(:n z;(:n 3(:“ z;(:n Kinerja [Tahun Ke[Tahun Ke| Tahun Ke |Tahun Ke| Tahun Ke | Kinerja
Target
Target | Target ,
No.|  SASARAN INDIKATOR KINERJA  (SATUAN NPk | IKK Indikator | I Il 1 v A\ Vi I Il 1 I\ v VI I Il 11 IV A\ Vi
Lainya
2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 2022 2023 2024 2025 2026
gi’;r;ni::m Laporan WIP WIP | WIp | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP 100% | 100% | 100% | 100%
Penetapan Waktu Penyusunan | Tepat Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat ) ) ) ) )
Rancangan APBD tepat waktu | waktu waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu 100% | 100% 100% 100% | 100%
Persentase Anggaran Urusan
Pendidikan yang Terakomodir % 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |23,65%26,86% |29,91% 100% | 100% | 118,25% |134,30%| 149,55%
yang
dalam APBD
ok Persentase Anggaran Urusan
Meningkainya Kesehatan yang Terakomodir | % 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |22,14%|20,73% | 27,93% 100% | 100% | 221,40% |207,30%| 279,30%
| |Akuntabilitas dalam APRD
Keuangan Persentase Silpa Terhadap
APBD % 3% 3% 3% 3% 3% 3% | 16,47%( 10,01%| 6,38% 18,215%29,970% | 47,022%
ggﬁ;ﬁmwumten/ Ko 1y, 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
P
i:iztr?pann\yzl;g)a;ng;;%nan Tepat Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat 100% | 100% 100%
seung) waktu waktu | waktu | waktu | waktu [ waktu | waktu | waktu | waktu | waktu ’ ’ ’
tepat waktu
Penetapan Laporan Keuangan | Tepat Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat 100% | 100% 100% 100%
Kabupaten tepat waktu waktu waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu | waktu ’ ’ ’ ’
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disingkat (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berdasarkan dengan adanya situasi Perubahan
Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember
2016 dan mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka Badan
Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Selatan
berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat (BKAD)
merupakan Badan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Badan Keuangan
dan Aset Ddaerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan
sebagai berikut, “Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan kewenangan
otonomi daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan”.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas
peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

A. Badan;
B. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan
C. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja.
2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
D. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran,;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
E. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Ast Daerah;
2. Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah
F. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi dan Tata
Kerja BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah ini :
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Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BKAD

KEPALA BADAN

|| SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
DAN PENATA USAHA FUNGSIONAL DAN
KEUANGAN PELAKSANA

KEPALA BIDANG
AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

KEPALA SUB BIDANG
AKUNTANSI PENDAPATAN
DAN BELANJA

KEPALA SUB BIDANG
VERIFIKASI DAN
PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
ANGGARAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG
—{ PENYUSUNAN ANGGARAN — INVENTARISASI ASET
DAERAH
KEPALA SUBBID EVALUASI KEPALA SUB BIDANG
— DAN PENGENDALIAN — PEMANFAATAN DAN
ANGGARAN PENGAMANAN ASET
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN

PELAKSANA PELAKSANA
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Uaraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirincikan sebagai
berikut :

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TUGAS POKOK
Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah
dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;

2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan
Rancangan Perubahan APBD;

3. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

4. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

S. Merumuskan  penetapan Perda tentang  Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD;

6. Merumuskan penetapan kebijakan sisdur tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan

daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;

Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

Melaksanakan pengesahan DPA — SKPD dan DPPA - SKPD ;

0. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan

barang daerah ;

11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring
dan evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah,
BUMD, pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten;

12. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi Dana Bagi
Hasil serta usulan program untuk didanai dari DAK;

13. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit
Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

= 0O ®

SEKRETARIAT
TUGAS POKOK
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
pelayanan secara terpadu, pelayanan administrasi dan
pelaksanaan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, program
serta pelaporan aset dilingkungan badan.
FUNGSI

1. Penyusunan rencana kegiatan badan;
2. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan badan;
3. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk
tatalaksana administrasi umum;
Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
Penyelenggaraan urusan rumahtangga badan; dan
Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

ook
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10.

11.

12.

13.

URAIAN TUGAS
Merencanakan Kebijakan operasional sekretariat berdasarkan
kebijakan umum, rencana strategis dan rencana kerja badan
sebagai pedoman kerja;
Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait
dengan program pelayanan administrasi perkantoran,
peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta
pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan
keuangan,;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program
pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana
dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem
perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk
penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di
sekretariat sesuai rencana yang ditetapkan;
Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan
kepada bidang bersangkutan sesuai tugas pokoknya;
Mengkoordinasikan penyiapan bahan materi dan penyusun
rencana strategis (Renstra) SKPD, rencana kerja (Renja),
KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD, DPPA-
SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta
LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi sesuai
metodologi dan ketentuan yang berlaku;
Mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan SPP- LS, SPP-
UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS gaji dan tunjangan/tambahan
penghasilan serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang
berlaku;
Mengkoordinasikan dan mengelola surat menyurat dan
kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor
(ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta
pengadaan bahan pustaka;
Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan
pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan
penghapusan barang inventaris, pengguna saranan dan
fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan
kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta
lingkungannya;
Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggara upacara, apel,
acara keagamaan dan kegiatan kantor lainnya serta rapat
badan, rapat badan dengan instansi pemerintah maupun
dengan swasta dan penerima tamu,;
Mengkoordinasikan pelaksanaan  dokumentasi  yang
berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan instansi terkait,
mendokumentasikan berita dan penyelenggara hubungan
masyarakat serta pendokumentasikan produk hukum
kepegawaian;
Menyelia penyelesaian administrasi pegawai meliputi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK,
SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;
Menilai bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku
untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
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14. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada
kepala badan secara lisan maupun tulisan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN PENATA USAHA KEUANGAN
TUGAS POKOK
Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di

bidang Umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta

penatausahaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan.
URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian;

2. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk
penanganan arsip di lingkungan Badan;

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di
lingkungan Badan;

4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

5. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan,
dan keindahan di lingkungan Badan;

6. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu,
keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat Badan dan
upacara kantor;

7. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan
usul penghapusan barang/Aset Badan;

8. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka
penatausahaan keuangan;

9. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan SKPD;

10. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
SKPD ;

11. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan
bidang keuangan di lingkungan Badan ;

12. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan,
meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan
pembukuan;

13. Melakukan mengoordinasikan dan menyusun kebijakan
laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,
dan catatan atas laporan keuangan;

14. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan
pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

15. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah
Membayar (SPM);

16. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/
bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

17. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran
Badan;

18. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan
penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.
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BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
TUGAS POKOK
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melakukan kegiatan
administrasi, penatausahaan keuangan dan akuntansi serta
penyusunan laporan keuangan daerah.
FUNGSI

1. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;

2. Menyusun rumusan penetapan Peraturan Daerah tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Menyusun kebijakan Peraturan Kepala Daerah tentang sistem
dan prosedur penatausahaan keuangan daerah, mekanisme
dan tata cara verifikasi, evaluasi dan laporan keuangan serta
analisis atas laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD;

4. Mengkoodinasikan dan menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah;

5. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

6. Menghimpun laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran dari setiap SKPD;

7. Melakukan evaluasi, analisis serta verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran SKPD;

8. Menghimpun laporan keuangan SKPD secara periodik;

9. Melakukan pembinaan akuntansi pada setiap SKPD;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
TUGAS POKOK
Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam
menyelenggarakan penatausahaan akuntansi pendapatan dan
belanja daerah.
RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bidang;

2. Menyusun kebijakan peraturan kepala daerah tentang
mekanisme dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja
daerah;

3. Melakukan pembinaan penatausahaan penerimaan dan belanja
daerah pada SKPD;

4. Menyelenggarakan sistem akuntansi pendapatan dan belanja

daerah;

Menghimpun laporan realisasi pendapatan dan belanja SKPD;

Melakukan pembinaan sistem akuntansi pendapatan dan

belanja daerah pada SKPD;

Menyelenggarakan prosedur akuntansi aset;

Menyelenggarakan prosedur selain kas;

Mendokumentasikan bukti memorial,;

0. Menyusun laporan realisasi keuangan daerah semester pertama

dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

11. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam
penyusunan laporan keuangan daerah;

o a
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12. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PELAPORAN
TUGAS POKOK
Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas bidang dalam melakukan
verifikasi dan tata usaha pendapatan dan belanja daerah.
URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi;

2. Menyusun kebijakan peraturan kepala daerah tentang
mekanisme dan tata cara evaluasi, analisis dan verifikasi
terhadap penerimaan dan belanja daerah;

3. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD;

4. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPD;

S. Melaksanakan pengujian kesesuaian atas SPM yang diajukan
SKPD terhadap ketersediaan pagu dana;

6. Menerbitkan penolakan SPM atas pengajuan pembayaran
belanja;

7. Melaksanakan pembinaan atas penatausahaan keuangan
SKPD;

8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan
menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang
berhubungan dengan penatausahaan keuangan;

9. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam
penyusunan laporan keuangan daerah, serta menyusun
rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG ANGGARAN
TUGAS POKOK
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas badan dalam mengoordinasikan, menyusun
kebijakan perencanaan dan pedoman pelaksanaan APBD.

FUNGSI
Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
Menyusun rencana prioritas dan plafon anggaran sementara;
Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data dan
informasi yang berhubungan dengan penyusunan R-APBD dan
R-PAPBD;
4. Mengkoordinasikan penyusunan tentang Ranperda APBD dan
P-APBD;
Mengkoordinasikan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD;
Meneliti dan memproses pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan APBD;
Menyusun rumusan penetapan standar analisis belanja;
Melaksanakan evaluasi APB Desa;
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10. Menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan
Daerah
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
TUGAS POKOK
Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan KUA,
PPAS/PPA, R-APBD, R-PAPBD, dan nota keuangan serta proses
pengesahan DPA/DPPA SKPD.
URAIAN TUGAS
1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan pokok-pokok
kebijakan yang memuat sinkronisasi KUA;
3. Menyusun rencana Prioritas dan Palafon Anggaran Sementara
(PPAS) ;
4. Menyusun rancangan nota kesepakatan tentang KUA dan
APBD;
5. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Rencana
Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
6. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
PAPBD, dan nota keuangan;
7. Mempersiapkan sosialisasi Rancangan APBD/P-APBD;
8. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD dan P-APBD;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan
Sistem Informasi Keuangan Daerah pada sub Bidangnya ;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
TUGAS POKOK
Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam
pelaksanaan evaluasi dan pengendalian anggaran.
RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;

2. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa
Belanja;

3. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya
Perjalanan Dinas;

4. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Umum;

5. Menyusun rumusan kebijakan yang berkenaan dengan
pelaksanaan APBD;

6. Melakukan pengendalian terhadap kemampuan keuangan
daerah dengan permintaan dana SKPD;

7. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana,;

8. Memberikan informasi kepada pimpinan terhadap keadaan kas
daerah pada Bank;

9. Melaksanakan pembinaan dalam penyusunan Rancangan APB
Desa;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.
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BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
TUGAS POKOK

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan
pembinaan administrasi, pemanfaatan, inventarisasi, penilaian
dan perubahan status hukum aset daerah serta mengelola
investasi daerah.

FUNGSI

1. Merumuskan rencan program/kegiatan Bidang;
Menyusun rumusan penetapan standar satuan harga;

3. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi
dan Aset daerah;

4. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD,
lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman
dan obligasi daerah, serta BLU;

S. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan, penatausahaan
Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;

6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentang
standar satuan harga, investasi, Aset, BUMD, lembaga
keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan
obligasi daerah, serta BLU;

7. Menginventarisasi kekayaan daerah;

8. Mengkoordinasikan penilaian Aset daerah;

9. Mengkoordinasikan perubahan status hukum Aset daerah;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG INVENTARISASI ASET DAERAH
TUGAS POKOK
Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyelenggaraan
dan penatusahaan aset daerah.
RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;

2. Menyusun kebijakan dan pembinaan tentang kekayaan daerah
(investasi, Aset daerah, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha
Milik Desa dan BLU);

3. Melakukan koordinasi dalam menyusun rumusan kebijakan
pembinaan penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah
(IKMD) ;

4. Menghimpun dan mengolah data inventaris Aset dari setiap
SKPD ;

5. Menyusun rumusan terhadap status hukum mutasi aset
daerah;

6. Melakukan sensus barang;

7. Melakukan sertifikasi barang milik daerah;

8. Menyusun laporan inventarisasi barang daerah setiap semester;

9. Mempersiapkan dokumen penyerahan Aset daerah dari SKPD

ke pemerintah daerah;
10. Melakukan penelitian terhadap pelaporan, mutatis-mutandis
barang inventaris dari setiap SKPD;
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11. Menghimpun data dan menyusun laporan pengadaan barang
dan pemeliharaan yang merupakan kompilasi realisasi
pengadaan setiap 6 (enam) bulan;

12. Mengelola kekayaan daerah yang diperoleh dari hibah,
sumbangan, kontrak bagi hasil dari kerjasama pemanfaatan
barang milik daerah atau sejenis ;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH
TUGAS POKOK
Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam
penyusunan perencanaan pengelolaan pengamanan aset daerah.
RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;

2. Menyusun kebijakan pengelolaan investasi daerah, baik jangka
pendek maupun jangka panjang;

3. Melakukan sertifikasi barang milik daerah ;

4. Menyusun kebijakan tentang penilaian dan umur ekonomis
aset ;

5. Melakukan pengendalian dan pemanfaatan aset

6. Melakukan perencanaan dan penilaian atas Aset permanen
maupun non permanen,;

7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam penilaian
dan penghapusan aset daerah ;

8. Melaksanakan administrasi perubahan status hukum
(penghapusan/ penjualan) dan pinjam pakai aset daerah ;

9. Merencanakan penetapan portofolio pinjaman daerah;

10. Merencanakan pembayaran pelunasan kembali pinjaman
daerah;

11. Menyusun dan merancanakan penghapusan utang dan
piutang;

12. Mendokumentasikan Bukti Kepemilikan aset daerah ;

13. Mempersiapkan laporan pengelolaan investasi daerah;

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
TUGAS POKOK
Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka

BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya untuk meningkatkan
capaian kinerjanya. Adapun kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :

1.

Opini WTP oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah dan juga
didukung oleh akuntabilitas tata kelola pendapatan, Belanja dan aset
daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan
daerah.

Meningkatnya  partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam
mendukung pengelolaan aset daerah.
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Namun peningkatan tersebut belum optimal, masih banyak potensi
yang perlu digali. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam
peningkatan optomalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah
sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas dan kapasitas SDM BKAD;

2. Kurangnya pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi;

3. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional untuk
melaksanakan kegiatan terutama pada pengelolaan aset;

4. Belum ada persepsi/ mindset yang sama antar Stakeholders sehingga
masih ada ego sektoral mengutamakan kepentingan masing-masing
sehingga tidak sinergis mendukung tujuan dan sasaran;

5. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah
dengan banyaknya rencana kegiatan.

Salah satu wupaya antisipasi yang dibutuhkan adalah
mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Isu-isu strategis berdasarkan
tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD
di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang sangat mempengaruhi
kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan adalah :

1. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
secara tepat waktu.

2. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan peningkatan opini
Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah
daerah.

3. Pelaksaaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan
dan Aset Daerah.

4. Pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara
professional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Pengelolaan Aset Daerah secara tertib dan benar.

Atas dasar itulah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan harus mampu memberikan perbaikan pelayanan
dan meningkatkan pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan
dan aset daerah sehingga tercapai target pengelolaan keuangan dan aset
yang telah direncanakan.
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2.4

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam
ketepatan penyampaian, efisiensi belanja daerah dan optimalisasi
pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan dan penatausahaan aset
daerah dilakukan secara profesional sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku juga sangat mempengaruhi terhadap isu-isu
strategis didalam wupaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Review terhadap RKPD

Rencana Kerja (Renja) dapat berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam
rangka mengawal program/ Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen
perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya
Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026
merupakan konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai
dengan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan BKAD. Namun seiring telah
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah, maka program kegiatan yang di tampung pada Renja BKAD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu penyesuaian, dengan kata lain
melakukan mapping data seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan
pada Tahun Anggran 2026 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
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Tabel 2.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Labuhanbatu Selatan

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan Bidang Indikator Rencana Tahun 2026 Urusan Bidang Indikator Rencana Tahun 2026
Kode Urusan Program Program Urusan Program Program
Kegiatan/ Kegiatan/ Target Capaian | Kebutuhan Dana Kegiatan/ Kegiatan/ Target Capaian | Kebutuhan Dana
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Sub Kegiatan Sub Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
02 Keuangan 158.211.353.151 |Keuangan 158.211.353.151
Program Penunjang Urusan Program Penunjang Urusan
0201 Pemerintahan Daerah 13.296.712.198 (Pemerintahan Daerah 13.296.712.198
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan, Penganggaran dan
02 01 (2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat 32.807.830 (Evaluasi Kinerja Perangkat 32.807.830
Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
02 02,01 0001 Perencanaan Perangkat Daerah  |Perangkat Daerah 3 Dokumen 5222854 Perencanaan Perangkat Daerah  |Perangkat Daerah 3 Dokumen 222854
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD
02101 1202 lo0od Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Dokumen 6.402.919 Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Dokumen 6402919
Penyusunan Dokumen RKA- Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan
02101 12.03 [000 Dokumen Perubahan RKA SKPD RKA-SKPP dan Laporan Hasil | Dokumen 6.472.596 Dokumen Perubahan RKA SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 6.472.596
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- |Jumlah Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- |Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
02 {01 [2.04 10004 Penyus?man Dokumen DPA- 1 Dokumen 6.295.938 Penyusi nan Dokumen DPA- 1 Dokumen 6.295.938
SKPD SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA
o2 lo1 12,05 looos Perubahan DPA-SKPD SKPD.dan.Laporan Hasil | Laporan 6.320.926 Perubahan DPA-SKPD SKPD'dan' Laporan Hasil I Laporan 6.320.926
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
o2 lo1 106 loood Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD.dan.Laporan Hasil I Laporan 2.092.597 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD'dan' Laporan Hasil I Laporan 2092.597
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
02 01 |2.02 Perangkat Dacrah 10.876.500.393 Perangkat Dacrah 10.876.500.393
02 [o1 [2.02 {0001 iesnged‘aa” Gaji dan Tunjangan g;lzzfﬁfaia;gn l\ﬁ;‘;f“ma 240 Orangbulan | 10.531.741.792 ies“byfd‘aa" Gaji dan Tunjangan g‘ajmllzgr?ﬁ‘:ﬁaiag‘i I\:;I;fnma 240 Orangbulan | 10.531.741.792
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil
02 01 12.02 |0002{Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 51.375.833 |Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 51.375.833
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan  |Jumlah Dokumen Penatausahaan Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Penatausahaan
02 01 12.02 |0003(Pengujian/Verifikasi Keuangan |dan Pengujian/Verifikasi 1 Dokumen 293.382.768 Pengujian/Verifikasi Keuangan  |dan Pengujian/Verifikasi 1 Dokumen 293.382.768
SKPD Keuangan SKPD SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Laporan Keuangan Akhir Tahun  |Tahun SKPD dan Laporan Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun  [Tahun SKPD dan Laporan Hasil
02 |0112.02 10003 SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan 0 Laporan " [SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan 0 Laporan ’
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Bulanan/triwulanan/semesteran ~ [SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/triwulanan/semesteran ~ [SKPD dan Laporan Koordinasi
02 |01 }2:02 10007 SKPD Penyusunan Laporan Keuangan 0 Laporan " |SKPD Penyusunan Laporan Keuangan 0 Laporan i
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
02l 011205 Administrasi Kepegawaian 365.236.945 Administrasi Kepegawaian 365.236.945
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta |Jumlah Paket Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta |Jumlah Paket Pakaian Dinas
0210112050002 Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 132.206402 Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 132.206402
Sosialisasi Peraturan Perundang- [Jumlah Orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang- |Jumlah Orang yang
02{01]2.05]0010{Undangan Mengikuti  Sosialisasi 33 Orang 148.789.143 |Undangan Mengikuti  Sosialisasi 33 Orang 148.789.143
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi ~|Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi  |Jumlah Orang yang Mengikuti
02(01{2.05]0011|Peraturan Perundang-Undangan ~ [Bimbingan Teknis Implementasi {10 Orang 84.241.400 |Peraturan Perundang-Undangan  |Bimbingan Teknis Implementasi |10 Orang 84.241.400
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
02l 011206 Administrasi Umum Perangkat 590.300.003 Administrasi Umum Perangkat 590,300,003
Daerah Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi ~ |Jumlah Paket Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi ~ |Jumlah Paket Komponen Instalasi
02(012.06]0001)Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 13.850.606 |Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 13.850.606
Kantor kantor yang Disediakan Kantor kantor yang Disediakan
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wlo1l2.06lo00d Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Jumlah Paket ]?aha.n Logistik | Paket 15.153.701 Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Jumlah Paket B.»aha.n Logistik | Paket 15.153.701
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
o2lo112.06l000s Penyediaan Barang Cetakan dan  |Jumlah Paket Barang.Cet.akan dan | Paket 30,057,160 Penyediaan Barang Cetakan dan  |Jumlah Paket Barang'Cet‘alkan dan | Paket 32,057,160
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
oloil2.06l000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Juml‘ah Laporan Fasilitasi I Laporan 25401756 Fasilitasi Kunjungan Tamu Juml‘ah Laporan Fasilitasi I Laporan 25401756
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi|Jumlah Laporan Penyelenggaraan
02(01{2.06]0009)dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi {30 Laporan 503.836.780 [dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi {30 Laporan 503.836.780
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah
02(01)2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 159.097.955 |Penunjang Urusan Pemerintah 159.097.955
Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
02{012.07]0002|Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang |0 Unit - |Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang |0 Unit -
Disediakan Disediakan
oloil2.071000s Pengadaan Mebel qulah Paket Mebel yang 13 Unit 53,498,630 Pengadaan Mebel Ju-mla'h Paket Mebel yang 13 Unit 53.498.630
Disediakan Disediakan
olol2.071000d Per}gadaan Peralatan dan Mesin Jurplah Unit Per.alatz'm dan Mesin 8 Unit 105.599.325 Per}gadaan Peralatan dan Mesin Jurplah Unit Perlalatzlan dan Mesin 8 Unit 105.599.325
Lainnya Lainnya yang Disediakan Lainnya Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang
02)01)2.08 Urusan Pemerintahan Daerah 866.649.512 Urusan Pemerintahan Daerah 866.649.512
a2lotl2.08l0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan ) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ~ |Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan ]
Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
02{01{2.08]0002|Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air |2 Laporan 386.879.652 [Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air |2 Laporan 386.879.652
dan Listrik yang Disediakan dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan ~ |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Peralatan dan ~ |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
02{01]2.08]0003(Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan 1 Laporan 60.000.000 [Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan 1 Laporan 60.000.000
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
02{01]2.08]0004Kantor Pelayanan Umum Kantor yang {15 Laporan 419.769.860 |Kantor Pelayanan Umum Kantor yang {15 Laporan 419.769.860
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik
02(01]2.09 Daerah Penunjang Urusan 406.119.560 (Daerah Penunjang Urusan 406.119.560
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  |Jumlah Kendaraan Perorangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  |Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak  |Dinas atau Kendaraan Dinas . Biaya Pemeliharaan, dan Pajak  |Dinas atau Kendaraan Dinas .
02|01} 2.09 10001 Kendaraan Perorangan Dinas atau |Jabatan yang Dipelihara dan ! Unt 38420.000 Kendaraan Perorangan Dinas atau |Jabatan yang Dipelihara dan 1 Unit 38.420.000
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  |Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  |Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak  |Operasional atau Lapangan yang Biaya Pemeliharaan, dan Pajak  |Operasional atau Lapangan yang

02{01]2.09]0002{Kendaraan Perorangan Dinas atau |Dipelihara dan dibayarkan Pajak |14 Unit 278.999.560 |Kendaraan Perorangan Dinas atau |Dipelihara dan dibayarkan Pajak |14 Unit 278.999.560
Kendaraan Dinas Operasional atau |dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau |dan Perizinannya
Lapangan Lapangan

olorl2.00l000d Pe@eliharaan Peralatan dan Mesin Jur'nlah Peralatap da'n Mesin 23 Unit 31,400,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jurplah Peralatar} da'n Mesin 23 Unit 31,400,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung |Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung |Jumlah Gedung Kantor dan

02{01{2.09]0009|Kantor dan Bangunan Lainnya  [Bangunan Lainnya 2 Unit 57.300.000 |Kantor dan Bangunan Lainnya  |Bangunan Lainnya 2 Unit 57.300.000

yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi

02lo Program Pengelolaan Keuangan 143.060.624.265 Program Pengelolaan Keuangan 143.060.624.265
Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan

02(02]2.01 Rencana Anggaran Daerah 1.641.742.693 [Rencana Anggaran Daerah 1.641.742.693

oloal2.01lo0or Koordinasi dan Penyusunan KUA Jumlah‘Dokumen KUA dan PPAS 3 Dokumen 18,504,892 Koordinasi dan Penyusunan KUA Jumlah‘Dokumen KUA dan PPAS 2 Dokumen 18.524.89
dan PPAS yang Disusun dan PPAS yang Disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan

02{02]2.01]0002{Perubahan KUA dan Perubahan  |KUA dan Perubahan PPAS yang |2 Dokumen 18.929.092 [Perubahan KUA dan Perubahan  |KUA dan Perubahan PPAS yang |2 Dokumen 18.929.092
PPAS Disusun PPAS Disusun
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD yan Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD yan;

02102| 20110003 Verifikasi RKAySuKPD Diverifikasi e 33 Dokumen 9.673.100 Verifikasi RKA}éuKPD Diverifikasi e 33 Dokumen 9675100
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan RKA-SKPD

02|021 20110004 Verifikasi Perubahan RKA SKPD |yang Diverifikasi 33 Dokumen 9446340 Verifikasi Perubahan RKA SKPD |yang Diverifikasi 33 Dokumen 446,340
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah DPA- SKPD yan Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah DPA- SKPD yan

02{02]2.01 0003 Verifikasi DPA ?IUSKPD Diverifikasi e 33 Dokumen 8637079 Verifikasi DPA YUSKPD Diverifikasi e 33 Dokumen 8.637.079
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA-SKPD

02102| 20110006 Verifikasi Perub}:}llan DPA-SKPD |yang Diverifikasi 33 Dokumen 8655361 Verifikasi Perub}:lllan DPA-SKPD |yang Diverifikasi 33 Dokumen 8.653.361
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah tentang Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah tentang
Peraturan Daerah Tentang APBD |APBD dan Peraturan Kepala Peraturan Daerah Tentang APBD |APBD dan Peraturan Kepala

02102 20110007 dan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 276342441 dan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 276342441
tentang Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah tentang Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah tentang
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan

02]02]2.01]0008{Perubahan APBD dan Peraturan ~ (Kepala Daerah tentang 2 Dokumen 282.411.631 [Perubahan APBD dan Peraturan ~ [Kepala Daerah tentang 2 Dokumen 282.411.631
Kepala Daerah tentang Penjabaran |Penjabaran Perubahan APBD Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APBD Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta

02{02]2.01]0009(Regulasi serta Kebijakan Bidang  [Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 85.370.571 |Regulasi serta Kebijakan Bidang ~ (Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 85.370.571
Anggaran Anggaran
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Koordinasi Perencanaan Anggaran [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta
02{022.01]0010Pendapatan Koordinasi Perencanaan 1 Dokumen 9.704.394 |Regulasi serta Kebijakan Bidang |Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 9.704.394
Anggaran Pendapatan Anggaran
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta
02{02]2.01]0011{Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan 1 Dokumen 547.727.438 [Regulasi serta Kebijakan Bidang  |Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 547.727.438
Anggaran Belanja Daerah Anggaran
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta
02{02]2.01]0012{Anggaran Pembiayaan Koordinasi Perencanaan 1 Dokumen 9.633.563 |Regulasi serta Kebijakan Bidang  [Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 9.633.563
Anggaran Pembiayaan Anggaran
Pembinaan Perencanaan Jumlah Orang yang Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta
wloal201loor Penganggaran Daerah Pemerintah | Mengikuti Pembinaan 120 Orang 356.684.591 Regulasi serta Kebijakan Bidang  |Kebijakan Bidang Anggaran 120 Orang 356.684.591
Kabupaten/Kota Penganggaran Daerah Anggaran
Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan Koordinasi dan Pengelolaan
02)02)2.02 Perbendaharaan Daerah TSTII8.2T3 Perbendaharaan Daerah 71918273
oloal2.02l0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Jumlah Dqkumen Hasil | Dokumen 76773305 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Jumlah Dqkumen Hasil | Dokumen 16733305
Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Pengelolaan Sisa Lebih Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Jumlah Laporan Hasil
Perhitungan Anggaran Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pengelolaan Sisa Lebih
02|02 2:0210002 Tahun Sebelumnya Perhitungan Anggaran Tahun 0 Laporan Tahun Sebelumnya Perhitungan Anggaran Tahun 0 Laporan 0
Sebelumnya Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
02{02]2.02]0003{Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian ~ dan Penerbitan |33 Dokumen 29.293.952 [Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian  dan Penerbitan |33 Dokumen 29.293.952
Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah|Jumlah ~ Dokumen  Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah|Jumlah ~ Dokumen  Hasil
02{02]2.02]0004 Penatausahaan 1 Dokumen 0 Penatausahaan 1 Dokumen 0
Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, |Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi, Supervisi, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi, Supervisi,
0210210210003 Pengelolaan Dana Perimbangan  |Monitoring, dan Evaluasi 0 Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan  |Monitoring, dan Evaluasi 0 Dokumen 0
dan Dana Transfer Lainnya Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Kerjasama dan Pemantauan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Kerjasama dan Pemantauan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja
Transaksi Non Tunai dengan Sama dan Pemantauan Transaksi Transaksi Non Tunai dengan Sama dan Pemantauan Transaksi
0210220210006 Lembaga Keuangan Bank dan Non Tunai dengan Lembaga ! Dokumen 33305443 Lembaga Keuangan Bank dan Non Tunai dengan Lembaga ! Dokumen 33305443
Lembaga Keuangan Bukan Bank |Keuangan Bank dan Lembaga Lembaga Keuangan Bukan Bank |Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank Keuangan Bukan Bank
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Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Realisasi
Laporan Realisasi Penerimaan dan |Penerimaan dan Pengeluaran Kas Laporan Realisasi Penerimaan dan |Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan |Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan |Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pelaksanaan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Pemungutan/Pemotongan dan Pemungutan/Pemotongan dan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Penyetoran Perhitungan Fihak Penyetoran Perhitungan Fihak Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Ketiga (PFK) Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil
02102(2.0210007 Koordinasi dalam rangka 1 Laporan 113.608.765 Koordinasi dalam rangka 1 Laporan 113.608.765
Penyusunan Laporan Realisasi Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) Ketiga (PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang [Jumlah Dokumen Hasil
dan Utang Daerah yang Timbul |Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul |Koordinasi Pelaksanaan Piutang
Akibat Pengelolaan Kas, dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, dan Utang Daerah yang Timbul
02{02]2.02]10008|Pelaksanaan Analisis Pembiayaan|Akibat Pengelolaan Kas, 1 Dokumen 0[Pelaksanaan Analisis Pembiayaan|Akibat Pengelolaan Kas, 1 Dokumen 0
dan Penempatan Uang Daerah  |Pelaksanaan Analisis dan Penempatan Uang Daerah  |Pelaksanaan Analisis
sebagai Optimalisasi Kas Pembiayaan dan Penempatan sebagai Optimalisasi Kas Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah sebagai Uang Daerah sebagai
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan |Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan |Jumlah Dokumen Hasil
Pengeluaran Kas serta Pemungutan|Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan|Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
02{022.02]0009)dan Pemotongan Atas SP2D Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 64.079.803 [dan Pemotongan Atas SP2D Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 64.079.803
dengan Instansi Terkait Pemungutan dan Pemotongan atas dengan Instansi Terkait Pemungutan dan Pemotongan atas
SP2D dengan SP2D dengan
Penyusunan Petunjuk Teknis Jumlah Petunjuk Teknis Penyusunan Petunjuk Teknis Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Administrasi Keuangan yang Administrasi Keuangan yang Administrasi Keuangan yang
oloal2.02l0010 Berkaitan dengan Penerimaan dan |Berkaitan dengan Penerimaan dan | Dokumen 101710149 Berkaitan dengan Penerimaan dan (Berkaitan dengan Penerimaan dan | Dokumen 101.710.149
Pengeluaran Kas Serta Pengeluaran Kas serta Pengeluaran Kas Serta Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan|Pertanggungjawaban Sub Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |Pertanggungjawaban Sub
Pembinaan Penatausahaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Jumlah Orang yang Mengikuti
wlol20lon Keuangan Pemerintah Pembinaan Penatausahaan 33 Orang 316.986.836 Keuangan Pemerintah Pembinaan Penatausahaan 33 Orang 316.9%6.836
' Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah T [Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah o
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan
02(02(2.03 Akuntansi dan Pelaporan 1.005.420.716 |Akuntansi dan Pelaporan 1.005.420.716
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
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Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi|Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi|Jumlah Laporan Hasil
Penerimaan dan Pengeluaran Kas |Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas |Koordinasi Pelaksanaan
02|02]2.03 0001 Daerah ¢ Akuntansi Penerimaan dan I Laporan 0 Daerah ‘ Akuntansi Penerimaan dan I Laporan 0
Pengeluaran Kas Daerah Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, |Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, |Jumlah Dokumen Hasil
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, |Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, |Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
02022.03]0002|Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- (Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, |0 Dokumen 0[Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- |Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, |0 Dokumen 0
LO dan Beban Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-|
LO, dan Beban LO, dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan |Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan |Pertanggungjawaban Pelaksanaan
02021203 0003 APBDngElaﬁ]lan, Triwulanan dan APBDgéulagrllan, Triwulanan dan 18 Laporan 23.689.989 APBDggulanglan, Triwulanan dan APBDngEleﬁllan, Triwulanan dan 18 Laporan 23.689.989
Semesteran Semesteran Semesteran Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan ~ |Jumlah Laporan Keuangan SKPD, Konsolidasi Laporan Keuangan  [Jumlah Laporan Keuangan SKPD,
SKPD, BLUD dan Laporan BLUD dan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan BLUD dan Laporan Keuangan
02|02]2.0310004 Keuangan PEMDA Pemerintah Daerah yang : I Laporan 230123788 Keuangan PEMDA Pemerintah Daerah yang ¢ I Laporan 230123788
Terkonsolidasi Terkonsolidasi
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Rancangan Peraturan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang
Tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota dan
021021 20310003 Kabupaten/Kota dan Rancangan  |Rancangan Peraturan Kepala 2 Dokumen 434.620.103 Kabupaten/Kota dan Rancangan  |Rancangan Peraturan Kepala 2 Dokumen 434620.103
Peraturan Kepala Daerah tentang |Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang | Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaban  |Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran Pertanggungjawaban  |Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan Panduan Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan Panduan
oloal 2031000 Panduan Teknis Operasiona}l Teknis Operasional ' 0 Dokumen ) Panduan Teknis Operasionz.il Teknis Operasional ‘ 0 Dokumen )
Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur |Jumlah Sistem dan Prosedur Penyusunan Sistem dan Prosedur |Jumlah Sistem dan Prosedur
02102]2.0310010{Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan 1 Dokumen - |Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan 1 Dokumen -
Keuangan Pemerintah daerah Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah daerah Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan |Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan |Jumlah Orang yang Mengikuti
dan Pertanggungjawaban Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
02102203 0011 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban 33 Orang 316.986.836 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban 33 Orang 316.986.836
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Keuangan |Jumlah BLUD Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Keuangan |Jumlah BLUD Kabupaten/Kota
02|0212.0310012 BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 0 Lembaga " |BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 0 Lembaga 0
021021 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan 139.655.542.583 Penunjang Urusan Kewenangan 139.655.542.583
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
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Analisis Perencanaan dan

Jumlah Laporan Hasil Analisis

Analisis Perencanaan dan

Jumlah Laporan Hasil Analisis

0202 2.04]0008|Penyaluran Bantuan Keuangan  [Perencanaan dan Penyaluran 4 Laporan 123.670.653.600 |Penyaluran Bantuan Keuangan ~ |Perencanaan dan Penyaluran 4 Laporan 123.670.653.600
Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan ~ [Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan ~ |Jumlah Laporan Hasil
02102| 20410009 Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan ! Laporan 7:800.000.000 Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan ! Laporan 7:800.000.000
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil
02102| 20410010 Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil 2 Laporan 8.184.888.983 Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil 2 Laporan 8.184.888.983
Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan
020020205 Implementasi Sistem Informasi _ |Implementasi Sistem Informasi i
’ Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan ~ [Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan ~ Jumlah Dokumen Hasil
Sistem Informasi Pemerintah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Implementasi dan Pemeliharaan
0210320510002 Daerah Bidang Keuangan Daerah |Sistem Informasi Pemerintah 0 Dokumen " |Daerah Bidang Keuangan Daerah |Sistem Informasi Pemerintah 0 Dokumen i
Daerah Bidang Keuangan Daerah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Program Pengelolaan Barang
02]03 Milik Daerah 1.854.016.688 Milik Dacrah 1.854.016.688
02! 03! 2.01 Pengelolaan Barang Milik 1.854.016.688 Pengelolaan Barang Milik 1.854.016.688
Daerah Daerah
P t H lah St H P t H lah St H
olo3l2.01 o001 enyusunan Standar Harga Ju'm ah Standar Harga yang 1 Dokumen 91 022,920 enyusunan Standar Harga qu ah Standar Harga yang | Dokumen 91.022.920
Disusun Disusun
Penyusunan Standar Barang Milik |Jumlah Standar Barang Milik Penyusunan Standar Barang Milik |Jumlah Standar Barang Milik
02(03(2.010002|Daerah dan Standar Kebutuhan  [Daerah dan Standar Kebutuhan |1 Dokumen 30.315.757 [Daerah dan Standar Kebutuhan ~ |Daerah dan Standar Kebutuhan {1 Dokumen 30.315.757
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan
02(03{2.01]0003|Kebutuhan Barang Milik Daerah  (Barang Milik 0 Dokumen 0[Kebutuhan Barang Milik Daerah  |Barang Milik 0 Dokumen 0
Daerah Daerah
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Pengelolaan
02|03 20110004 Pengelolaan Barang Milik Daerah |Barang Milik Daerah ! Dokumen 33.669.536 Pengelolaan Barang Milik Daerah [Barang Milik Daerah ! Dokumen 33.669.536
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
02{03{2.01]0005|Daerah Barang Milik 0 Laporan 0[Daerah Barang Milik 0 Laporan 0
Daerah Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah |Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah |Jumlah Laporan Hasil
02103201 0006 Inventarisasi (LHI) Barang Milik I Laporan 130.259.536 Inventarisasi (LHI) Barang Milik I Laporan 150.259.536
P B Milik Daerah |Jumlah L Hasil P B Milik Daerah |Jumlah L Hasil
0l 031 2,01 looo7 P engamanan Barang Milik Dacra Jumlah Laporan Hasi N I Laporan 46,441,509 |Fengamanan Barang Milik Daera Jumlah Laporan Hasi ~ I Laporan 462,441,509
Pengamanan Barang Milik Pengamanan Barang Milik
Penilaian Barang Milik daerah  |Jumlah Laporan Hasil Penilaian Penilaian Barang Milik daerah  |Jumlah Laporan Hasil Penilaian
B Milik Daerah dan Hasil B Milik Daerah dan Hasil
02[03|2.01 [ooos arang M DACTan Gl B L aporan 122.285.293 atarig VI Dactanl A B Laporan 122.285.293

Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah

Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah
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Pengawasan dan Pengendalian  [Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian ~ |Jumlah Laporan Hasil
02{03{2.01]0009|Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian |1 Laporan 91.063.247 (Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian |1 Laporan 91.063.247
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, |Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, |Optimalisasi Penggunaan,
Pemusnahan, dan Penghapusan  |Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan  |Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
02103 20110010 Barang Milik Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan ! Dokumen 431194429 Barang Milik Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan ! Dokumen 431194429
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Jumlah Laporan Hasil
02(03{2.01]0011|Penyusunan Laporan Barang Milik [Rekonsiliasi dalam rangka 1 Laporan 97.432.443 [Penyusunan Laporan Barang Milik |Rekonsiliasi dalam rangka 1 Laporan 97.432.443
Daerah Penyusunan Laporan Barang Daerah Penyusunan Laporan Barang
wlololon Penyusunan Laporan Barang Milik [Jumlah Lapora1.1 Barang Milik I Laporan 1 132,002 Penyusunan Laporan Barang Milik {Jumlah Laporar'l Barang Milik I Laporan 132,002
Daerah Daerah yang Disusun Daerah Daerah yang Disusun
Pembinaan Pengelolaan Barang  |Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang  |Jumlah Orang yang Mengikuti
Milik Daerah Pemerintah Pembinaan Pengelolaan Baran, Milik Daerah Pemerintah Pembinaan Pengelolaan Baran,
0210320110013 Kabupaten/Kota Milik Daerah Pgmerintah ¢ 66 Orang 262200016 Kabupaten/Kota Milik Daerah meerintah ‘ 66 Orang 262200016
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan renstra Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
Kementrian Keuangan Republik Indonesia ditelaah berdasarkan Visi yang
ditetapkan diantara keduanya. Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan” untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden
nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan
nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan
prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan
produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko
minimum.

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan

6. Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Agenda Pembangunan 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 7 RPJMN tahun
2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah
kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Optimalisasi Kebijakan Luar
Negeri; 2) Penegakan Hukum Nasional; dan 3)Menjaga Stabilitas Keamanan
Nasional.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan

dengan strategi:

a. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di
luar negeri, melalui Peningkatan kerja sama internasional dalam
pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional.

b. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui
Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi.

c. Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama
pembangunan internasional.

d. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global,
melalui peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di
tingkat regional dan global.

2. Arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional, dilaksanakan dengan
strategi penguatan sistem anti korupsi, melalui strategi optimalisasi
mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana
korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta
pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
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3. Arah  kebijakan Menjaga  Stabilitas Keamanan Nasional,
dilaksanakan dengan strategi:
a. Penguatan keamanan laut, melalui penguatan kapasitas operasi
keamanan laut.
b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui
pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap,
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
Badan Kebijakan Fiskal;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PN

Selain itu, dalam Agenda Pembangunan 7 ini, terdapat 1 (satu) target
pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6
Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
Yang terkait dengan Kementerian Keuangan

Target
Sasaran Indikator

2020 2021 2022 2023 2024

Reformasi Birokrasi dan Persentase Instansi
Tata Kelola Pemerintah Pusat (K/L)
yang Mendapatkan Opini
WTP 91% 92% 93% 94% 95%

3.2 Tujuan dan Sasaran RKPD BKAD

Tujuan

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu
Selatan masih mengacu kepada Renstra BPKAD Kab. Labuhanbatu Selatan
TA 2021-2026, maka penyesuai nantinya perlu dilakukan. Tujuan merupakan
penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Daerah yang akan dicapai dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang
hendak dicapai dan berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai
pencapaian visi dan misi tersebut.

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2021 - 2026 harus lebih tajam dari misi, tetapi masih cukup
luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi untuk
mencapainya bagi semua unit kerja yang ada di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu
disajikan dalam Tabel 3.1.
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Untuk itu diharapkan seluruh aparatur pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah senantiasa berkomitmen serta berusaha bekerja semaksimal
mungkin untuk meningkatkan pelayanan, tanggap, kreatif dan mampu
mengambil inisiatif dalam perbaikan sistem dan pola kerja.
Sasaran
Dari tujuan yang diinginkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang
akan dicapai untuk mengimplementasikan misi ke 3 (tiga) dari bupati dan
Wakil Bupati Terpilih yang dapat disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kt')ndi.si Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke Kondisi
Kinerja Kineria Pada
Awal | Tabun-1 | Tahunl | Tahun-Il | TahunV | Tahuny | P02 F8
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan RPIND Akhir
Taun O Periode
(Tabun0) | (2022) | (2028) | (2024 | (2025) | (2026) | pooup
(2021)
Mewujudkan Pemerintahan  [Meningkatnya Akuntabilitas | .
Vang Baik Dan Bersh (Good  [Keuangan Opini BPK Atas Laporan Predikat [WTP WP [WIP |WTP WP WP WTP
Governance Dn Clean Ketepatan Waktu Penyusunan
Governance Serta Terwujudnya Rancangan APBD tepat wakiu Tepat (Tepat  [Tepat ~|Tepat [Tepat  (Tepat  |Tepat Tevat wakiu
Pelayanan Publik Yang Prima waktu |waktu  [waktu |waktu |waktu |waktu  |waktu P
Persentase Anggaran Urusan Pendidkan | . ) ) ; ! ! )
yang Terskomodir dalam APBD % 0% | 2% | 2% | 20% 2% 2% 2%
Persentase Anggaran Urusan Kesehatan , . . . ; ! ; ,
yang Terakomodir dalam APBD % 10% 10% | 10% 10% 10% 10% 10%
Persentase Silpa Terhadap APBD Y, % % % M % % 0
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Ketepatan Waktu Penyusunan Tepat |(Tepat  [Tepat  |Tepat  (Tepat  |Tepat  |Tepat Teoat waki
Pertanggungjawaban APBD tepat waktu | waktu |waktu  |waktu |waktu |waktu  |waktu  |waktu 4
Laporan Keuangan Kabupaten Unaudited Teoat |Teoat  [eoat  Meoat  [Teoat  Mleoat  Mlenat
dan Audited BPK RI tepat waktu epat - iepd € e e P &P
P waktu |waktu |waktu |waktu |waktu |waktu |waktu Tepat valtu
Aplikasi Pengelolaan Keuangan Aplikasi | Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia
Aplikasi Penggajian Pegawai Aplikasi | Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia
Buku induk inventari lol t
VAR IR pengeiaan &se Buku | Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia |Tersedia
Dokumen penghapusan aset Dokumen | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia
Aplikasi Pengelolaan BMD Aplikasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia
Aplikasi Satuan Harga Standar Aplikasi Tfilégila Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia
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3.3 Program dan Kegiatan

3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terpilih periode
2025-2029 yaitu :

“LABUHANBATU SELATAN YANG SEMAKIN MODERN”.

Untuk mencapai visi dimaksud, maka dirumuskan Misi sebagai
berikut:

1. Labuhanbatu Selatan  yang  Transformasi Sosialnya
Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan
Memiliki Daya Saing yang Hebat;

2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan
untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk
kesejahteraan Masyarakat;

3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola
Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memikili
Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif;

4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan
Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas;

5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan
Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya;

6. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil,
dan Menciptakan Produk Keunggulan Daerah yang Berkualitas
Tinggi;

7. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk
Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas,
Memadai dan Merata;

8. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan,
Berkadilan, Bermartabat.

3.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis masih mengacu kepada Renstra BKAD TA
2021-2026. Salah satu wupaya antisipasi yang dibutuhkan adalah
mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas
dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu
strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :
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1. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
secara tepat waktu.

2. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan peningkatan opini
Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah
daerah.

3. Pelaksaaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pengelolaan dan Aset Daerah.

4. Pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara
professional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

5. Pengelolaan Aset Daerah secara tertib dan benar.

Atas dasar itulah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan harus mampu memberikan perbaikan pelayanan dan
meningkatkan pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah sehingga tercapai target pengelolaan keuangan dan aset yang telah
direncanakan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam
ketepatan penyampaian, efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan
program/kegiatan serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dilakukan
secara profesional sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
juga sangat mempengaruhi terhadap isu-isu strategis didalam upaya dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang dihadapi Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.2.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
3.2.3.1 Strategi

Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu
Selatan masih mengacu kepada Renstra BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan
TA 2021-2026. Strategi yang akan dilaksanakan adalah mengotimalkan segala
kekuatan internal serta penguatan kelembagaan dan kebijakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola keuangan dan aset
daerah. Kemudian akan meninimalisir faktor kelemahan internal seperti
keterbatasan personil, keterbatasan sumber daya manusia, masih terbatasnya
pemahaman aparatur terhadap makna pelayanan publik, masih terbatasnya
akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam gambaran tersebut disusun strategi yang akan dilaksanakan
terdiri dari :

1. Perencanaan dan peganggaran belanja daerah dan pelaporan
keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan
SDM yang handal.

3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

4. Melaksanakan peningkaan pembinaan mengenai pengelolaan aset
daerah.

5. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset
daerah.
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3.2.3.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Labuhanbatu Selatan mengacu kepada Renstra BKAD Kab. Labuhanbatu
Selatan TA 2021-2026. Dalam pencapaian tujuan keberhasilan organisasi
dirumuskan dalam kebijakan yang menuntun bagaimana program dan
kegiatan organisasi harus dilaksanakan. Untuk menentukan kebijakan agar
berhasil dengan baik harus memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan
kegagalan. Arahan dan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan
program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.

2.

7.

8.

9.

Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penerapan penyusunan penganggaran serta penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi
Pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang
pelayanan prima;

Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang
transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses
manajemen;

Optimalisasi penggunan teknologi informasi di bidang pengelolaan
keuangan daerah.

Pengembangan Kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan
integritas dan nilai etika aparatur

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen
perencanaan, anlisa standar belanja dan standar satuan harga.
Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Monitoring dan Verifikasi data mutasi Barang Milik Daerah

10. Evaluasi Penyusunan dan Rencan Kebutuhan Barang Milik Daerah
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Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Visi

: Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat

Misi 3 : Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN

1.Mewujudkan Pemerintahan
Yang Baik Dan Bersh (Good
Governance Dan Clean
Governance Serta Terwujudnya
Pelayanan Publik Yang Prima

1. Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan

1. Perencanaan dan peganggaran
belanja daerah dan pelaporan
keuangan disesuaikan dengan
ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku

1. Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah

2. Penerapan penyusunan penganggaran sertal
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi
Pemerintah.

2. Peningkatan profesionalisme
aparatur sesuai tuntutan
pemenuhan SDM yang handal.

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana dalam menunjang pelayanan prima

2. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan
kegiatan OPD yang transparan dan
bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu
proses manajemen

3. Melaksanakan pendidikan dan
pelatihan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

1. Optimalisasi penggunan teknologi informasi
di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengembangan Kualitas, kapasitas,
kompetensi dan peningkatan integritas dan
nilai etika aparatur

4. Melaksanakan peningkaan
pembinaan mengenai pengelolaan
aset daerah

1. Penerapan penyusunan penganggaran
sesuai dengan dokumen perencanaan, anlisa
standar belanja dan standar satuan harga.

2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

5. Verifikasi, klasifikasi dan
penilaian, monitoring dan investigasi
aset daerah

1. Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD

2. Evaluasi Penyusunan dan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
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3.2.3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026, Prioritas pembangunan daerah
yang terkait dengan kegiatan operasional BKAD adalah Mewujudkan
pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa melalui
peningkatan profesionalisme aparatur BKAD dalam tata kelola dan pelayanan
administrasi Keuangan daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan
sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi
melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut
dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan
datang sebagai pedoman operasional.

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan, maka
untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan misi BKAD,
disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja
(Renja) BKAD Tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 direncanakan
melalui program dan kegiatan yang dapat dilihat pada lampiran.
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BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2021-2026, guna tetap mewujudkan perencanaan pembangunan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan
berkesinambungan.

Terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan artinya adanya
kesuaian antara perencanaan pembangunan pada periode Kepala Daerah saat ini
dengan Kepala Daerah berikutnya sehingga target pembangunan dapat tercapai
secara optimal dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rencana Kerja (Renja) BKAD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2026, yang meliputi :

Setiap elemen dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang
ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-
baiknya;

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan
agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur,
terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara
kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai
upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Lebih dari itu tujuan dari perencanaan yang baik tidak
sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Oleh
karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah menjadi bagian penting untuk
mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun
kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan
sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi
seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara
maksimal dalam seluruh tahapan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman tahunan
untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

IMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd, M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004.
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan,
Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 21464,
Laman bkad.labuhanbatuselatankab.go.id,
Pos-el bkad@labuhanbatuselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 900 /4(g/BKAD /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2021-2026, maka Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang

2. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang




10.

11.

Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DPaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);




12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaa Aparatur Negara
Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaa Aparatur Negara
Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang  Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 T ahun
2008 tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2012 Nomor 18 Seri D Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 09)

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022
tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Labuhnabtu Selatan Tahun 2021-2026.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhnabtu Selatan, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-
2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal {3 Maret 2024

3GSADI SIREGAR, S. Pd
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Nama OPD

Tugas

Fungsi

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor :
Tanggal :

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah

b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan
Perubahan APBD

c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Merumuskan penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD ;

Merumuskan penetapan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai
pedoman pelaksanaan APBD;
Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

Melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah

Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan

evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman dan

obligasi daerah serta BLU Kabupaten

. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi dana bagi hasil serta
usulan program untuk didanai dari DAK:

m. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana
Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati

Fomom

-

o




Standar

Sasaran Strategis |  Indikator Kinerja Utama SKPD Satuan | PBldang . Formulasi | Keterangan
s Urusan s : ein. ’
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP Keuangan 1.  Opini BPK RI
Paling Lambat tanggal 31 Maret Tahun
2. i:rl;eutag z::l I',i,ip (;rta‘r;,al‘(lftllllanagan Testat 2. Berjalan Penyampaian Laporan
P p wakiu Keuangan ke BPK RI
3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
3 Penetapan Waktu Penyusunan Tepat 3 Persetujuan Rancanagan Peraturan
" Rancangan APBD tepat waktu waktu " daerah tentang APBD untuk di Evaluasi
sebelum ditetapkan
Persentase Anggaran Urusan A
: s . 20% Anggaran Urusan Pendidikan yang
0
4, i;r];%djkan yang terakomodir dalam % 4. tetakamodir dalam APBD
Persentase Anggaran Urusan 5
Meningkatnya 5. Kesehatan yang terakomodir dalam % 5. tégaﬁoﬁx(%ir::lalgu[\sggDKesehatan PR
Akuntabilitas APBD
Keuangan 6 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan % 6 10% Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan
' Desa 2 " Desa
3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
7 Penetapan waktu penyampaian Tepat 7 Persetujuan Rancanagan Peraturan
" pertanggungjawaban APBD Waktu " daerah tentang APBD untuk di Evaluasi
sebelum ditetapkan
Tersedianya Buku induk inventaris Tersedianya Buku induk inventaris
8. Buku 8.
pengelolaan aset pengelolaan asset
0. Tersedianya Dokumen penghapusan Dokumen 9. Tersedianya Dokumen penghapusan
aset asset
10. giﬁ)edlany a Aplikasi Pengelolaan Aplikasi 10. Tersedianya Aplikasi Pengelolaan BMD
11. Tersedianya Aplikasi Satuan Harga Aplikasi 11. ’é‘:;;c::ranya Aplikasi Satuan Harga

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Urusan Bidang Tndikator Target Realisasi Prakiraan o , - Prakiraan Maju Perangkat
Kode Urusan Program Program Akhir Capaian Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Rencana Tahun 2027 Daerah
Kegiatan/ Kegiatan/ Periode RKPD Target RKPD Target 2026 Pagu Lokasi Sumber Prioritas Sasaran Target Pagu Penanggung
Sub Kegiatan Sub Kegiatan RPJMD Tahun 2024 Tahun 2025 Indikatif Dana | Nasional | Daerah Indikatif Jawab
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
02 Keuangan 143.018.091.768,00 147.805.799.930 158.211.353.151 178.152.901.466
Program Penunjang Urusan
02|01 Pemerintahan Daerah 16.915.745.463,00 18.846.002.867 13.296.712.198 19.026.383.418
K: Kota
Perencanaan, Penganggaran
02(01]2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 15.526.964 15.756.973 32.807.830 36.088.614
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten
02{012.01{0001|Perencanaan Perangkat Daerah 3.866.736 3.853.702 |3 Dokumen 5.222.854 |Labuhanbatu | APBD 3 Dokumen 5.745.139|BKAD
Perangkat Daerah
Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kabupaten
02{01{2.02|0002|POkumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 3.709.336 3.720.109 | 1 Dokumen 6.402.919 |Labuhanbatu | APBD 1 Dokumen 7.043.211|BKAD
Penyusunan Dokumen RKA- Selatan
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Kabupaten
02{01|2.03 | 00p3| Pokumen Perubahan RKA SKPD |RKA-SKPD dan Laporan Hasil 3.772.084 3.826.784|1 Dokumen 6.472.596 |Labuhanbatu | APBD 1 Dokumen 7.119.856|BKAD
Koordinasi Penyusunan Selutan
Dokumen Perubahan RKA-
Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kabupaten
02012.04|0004| SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1.614.580 1.657.569 1 Dokumen 6.295.938 |Labuhanbatu | APBD 1 Dokumen 6.925.532( BKAD
Penyusunan Dokumen DPA- Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kabupaten
02(01{2.05]|0005 I 1.554.700 1.613.590|1 Laporan 6.320.926 |Labuhanbatu | APBD 1 Laporan 6.953.019|BKAD
Koordinasi Penyusunan Selutan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD!
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kabupaten
0201 |2.06 | 0006| 'Khtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD dan Laporan Hasil 1.009.528 10852191 Laporan 2.092.597 |Labuhanbatu | APBD 1 Laporan 2.301.857| BKAD
Koordinasi Penyusunan Laporan Selutan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
02{01/2.02 l’:""““""”;‘;;:‘r“ga" 13.967.987.896,00 16.483.535.443 10.876.500.393 16.364.150.432
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima 240 Kabupaten 240
02{01{2.02|0001{ ASN - s 13.820.002.696,00 16.138.102.434| Orang/bulan 10.531.741.792| Labuhanbatu | APBD 15.984.915.971|BKAD
Gaji dan Tunjangan ASN Selatan Orang/bulan
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Kabupaten
02012.02|0002| Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 76.205.200,00 52.063.727 51.375.833|Labuhanbatu | APBD 1 Dokumen 56.513.416|BKAD
Pelaksanaan Tugas ASN Selatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan  |Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen Kabupaten
02]012.02|0003| Pengujian/Verifikasi Keuangan dan Pengujian/Verifikasi 71.780.000,00 293.369.282 293.382.768| Labuhanbatu | APBD 1 Dokumen 322.721.045|BKAD
SKPD Keuangan SKPD Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kabupaten
02|01 |2.02| 00ps| L2poran Keuangan Akhir Tahun | Tahun SKPD dan Laporan Hasil 0 0[0 Laporan 0|Labuhanbatu | APBD 0 Laporan 0|BKAD
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Selatan
— Simpean At Tohun SKPD
E:;(:i;:aéleiz:;s:‘nyusunan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/triwulanan/semesteran Semesteran SKPD dan Laporan Kabupaten
02]012.020007, SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan 0 0|0 Laporan 0|Labuhanbatu | APBD 0 Laporan 0|BKAD
Keuangan Selatan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
02|01]2.05|  |Administrasi Kepegawaian 102.320.500,00 314.849.961 365.236.945 401.760.639
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas Kabupaten
021 01} 2.05|0002| Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 94.960.500,00 104.459.418|5 Paket 132.206.402| Labuhanbatu | APBD 5 Paket 145.427.042 BKAD
Selatan
Sosialisasi Peraturan Perundang- |Jumlah Orang yang Kabupaten
02{012.05|0010| Undangan Mengikuti ~ Sosialisasi - 148.789.143 (33 Orang 148.789.143| Labuhanbatu | APBD 33 Orang 163.668.057|BKAD
Peraturan Perundang-Undangan Selatan
Bimbingan Teknis Implementasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Kabupaten
02{ 01 2.05|0011|Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi 7.360.000,00 61.601.400 (10 Orang 84.241.400(Labuhanbatu | APBD 10 Orang 92.665.540| BKAD
Peraturan Perundang-Undangan Selatan




Urusan Bidang Indikator Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Perangkat
Kode Urusan Program Program Akhir Capaian Capaian Kelompok Rencana Tahun 2027 Daerah
Kegiatan/ ) Kegm.xn/ Periode RKPD Target RKPD Target 2026 Pagu Lokasi Sumber _ Prioritas Sasaran Target Pagu Penanggung
Sub Kegiatan Sub Kegiatan RPJMD Tahun 2024 Tahun 2025 Indikatif Dana | Nasional | Daerah Indikatif Jawab
5 [02]01|206| | Administrasi Umum Peranglat 607.567.844,00 623.850.616 590.300.003 649.330.004
Penyediaan Komponen Instalasi ~ |Jumlah Paket Komponen Kabupaten
51 02{012.06]| 0001 Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 10.526.000,00 26.130.639 |1 Paket 13.850.606| Labuhanbatu | APBD 1 Paket 15.235.667| BKAD
Kantor Bangunan kantor yang Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kabupaten
5102{012.06| 0004 Kantor Kantor yang Disediakan 59.939.000,00 11.065.352|1 Paket 15.153.701|Labuhanbatu [ APBD 1 Paket 16.669.071| BKAD
Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan Kabupaten
5102{012.06|0005| Penggandaan dan Penggandaan yang 27.328.000,00 48.855.055| 1 Paket 32.057.160| Labuhanbatu | APBD 1 Paket 35.262.876| BKAD
Disediakan Selatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kabupaten
5 |02]| 01{2.06| 0006 Peraturan Perundang-Undangan  |dan Peraturan Perundang- 0 0 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Dokumen - |BKAD
Undangan yang Disediakan Selatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten
5102({01]2.06| 08 Kunjungan Tamu 44.393.900,00 30.425.120| 1 Laporan 25.401.756| Labuhanbatu | APBD 1 Laporan 27.941.932( BKAD
Selatan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kabupaten
5 02{012.06| 0009 Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Rapat Koordinasi dan Konsultasi 465.380.944,00 507.374.450|30 Laporan 503.836.780( Labuhanbatu | APBD 30 Laporan 554.220.458 BKAD
SKPD Selatan
Pengadaan Barang Milik
5 02| 01|2.07 Daerah Penunjang Urusan 791.176.600,00 231.988.680 159.097.955 175.007.750
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kabupaten
5 /02| 01{2.07|0002( Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 665.200.000 00 Unit - |Labuhanbatu | APBD 0 Unit - |BKAD
Disediakan Selatan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 13 Unit Kabupaten
5 (02{01{2.07|0005| Disediakan 14.763.000,00 104.145.236 53.498.630| Labuhanbatu | APBD 13 Unit 58.848.493| BKAD
Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 8 Unit Kabupaten
51 02{012.07|0006| Lainnya Lainnya yang Disediakan 111.213.600,00 127.843.444 105.599.325| Labuhanbatu | APBD 8 Unit 116.159.257|BKAD
Selatan
5 [ 02| 01]2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 746.422.744,00 704.212.300 866.649.512 953.314.463
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Kabupaten
5102({01(2.08/0001 Jasa Surat Menyurat 0 0[0 Laporan - | Labuhanbatu APBD 0 Laporan - |BKAD
Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten
5 102{012.08] 0002 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air 322.722.744,00 188.046.300|2 Laporan 386.879.652( Labuhanbatu | APBD 2 Laporan 425.567.617|BKAD
dan Listrik yang Disediakan Selatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten
5 |02]| 01| 2.08| 0003 Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan 60.000.000,00 60.000.000 |1 Laporan 60.000.000( Labuhanbatu | APBD 1 Laporan 66.000.000 BKAD
Kantor yang Disediakan Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten
5102{012.08| 0004 Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 363.700.000,00 456.166.000 15 Laporan 419.769.860( Labuhanbatu | APBD 15 Laporan 461.746.846| BKAD
Disediakan Selatan
Pemeliharaan Barang Milik
5 (02(01]2.09 Daerah Penunjang Urusan 684.742.915,00 471.808.894 406.119.560 446.731.516
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  |Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Dinas atau Kendaraan Dinas ) Kabupaten )
5 (02{01{2.09|0001 3 Y B 38.142.050 38.420.000 | 1 Unit 38.420.000( Labuhanbatu | APBD 1 Unit 42.262.000(BKAD
Kendaraan Perorangan Dinas atau |Jabatan yang Dipelihara dan Selatan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya P il dan Pajak O i atau Lapangan yang Kabupaten
5 02]01]2.09|0002|Kendaraan Perorangan Dinas atau |Dipelihara dan dibayarkan Pajak 266.901.565,00 277.339.894|14 Unit 278.999.560| Labuhanbatu | APBD 14 Unit 306.899.516| BKAD
Kendaraan Dinas Operasional atau|dan Perizinannya Selatan
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin|Jumlah Peralatan dan Mesin Kabupaten
5102{012.09|0006| Lainnya Lainnya yang Dipelihara 32.036.000,00 64.549.000 23 Unit 31.400.000| Labuhanbatu | APBD 23 Unit 34.540.000 BKAD
Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kabupaten
5 102{012.09|0009| Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya 347.663.300,00 91.500.000 |2 Unit 57.300.000( Labuhanbatu | APBD 2 Unit 63.030.000|BKAD
Lainnya vang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
5 02|02 l';:’j;:“‘ Pengelolaan Keuangan 125.165.845.531,00 128.079.097.375 143.060.624.265 157.087.099.690
Koordinasi dan Penyusunan
5102{02(2.01 Rencana Anggaran Daerah 1.274.442.913,00 1.266.776.056 1.641.742.693 1.526.329.961




Urusan Bidang Indikator Target Realisasi Prakiraan . N Prakiraan Maju Perangkat
N . N Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan -
Kode Urusan Program Pm‘gram Ak.lur Capaian ) Capaian _ Kelompok Rencana Tahun 2027 Daerah
Kegiatan/ ) Kegm.xn/ Periode RKPD Target RKPD Target 2026 Pagu Lokasi Sumber _ Prioritas Sasaran Target Pagu Penanggung
Sub Kegiatan Sub Kegiatan RPJMD Tahun 2024 Tahun 2025 Indikatif Dana | Nasional | Daerah Indikatif Jawab
Koordinasi dan Penyusunan KUA |Jumlah Dokumen KUA dan Kabupaten
02| 02|2.01{0001fdan PPAS PPAS yang Disusun 15.285.110,00 17.748.155| 2 Dokumen 18.524.892| Labuhanbatu | APBD Daerah 2 Dokumen 20.377.381{BKAD
Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Kabupaten
021 02| 2.01| 0002 Perubahan KUA dan Perubahan ~|KUA dan Perubahan PPAS yang 14.192.350,00 17.864.364 |2 Dokumen 18.929.092| Labuhanbatu | APBD Daerah 2 Dokumen 20.822.001{BKAD
PPAS Disusun Selatan
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD yang Kabupaten
02{ 02 2.01|0003| Verifikasi RKA SKPD Diverifikasi 7.504.500,00 17.555.42233 Dokumen 9.675.100| Labuhanbatu | APBD Daerah 33 Dokumen 10.642.610| BKAD
Selatan
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan RKA-SKPD Kabupaten
02{02] 2.01|0004| Verifikasi Perubahan RKA SKPD |yang Diverifikasi 7.301.890,00 17.615.575|33 Dokumen 9.446.340| Labuhanbatu | APBD Daerah 33 Dokumen 10.390.974| BKAD
Selatan
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah DPA- SKPD yang Kabupaten
0202 2.01|0005| Verifikasi DPA - SKPD Diverifikasi 7.509.084 17.555.42233 Dokumen 8.637.079| Labuhanbatu | APBD Daerah 33 Dokumen 9.500.787|BKAD
Selatan
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA-SKPD Kabupaten
02{02]2.01|0006| Verifikasi Perubahan DPA-SKPD |yang Diverifikasi 7.370.440 17.615.575 |33 Dokumen 8.655.561| Labuhanbatu | APBD Daerah 33 Dokumen 9.521.117|BKAD
Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Dacrah tentang Kabupatea
02{ 02{ 2.01 | 0go7| Peraturan Dacrah Tentang APBD | APBD dan Peraturan Kepala 460.479.676,00 496.390.662 |2 Dokumen 276.342.441| Labuhanbatu | APBD Dacrah 2 Dokumen 303.976.685|BKAD
dan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Selatan
tentang Penjabaran APBD APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah tentang Kabupaten
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Labuhanbatu
02| 02| 2.01| 0008 Perubahan APBD dan Peraturan  Kepala Daerah tentang 404.688.090,00 438.232.586|2 Dokumen 282.411.631|Selatan APBD Dacerah 2 Dokumen 31.065.794| BKAD
Kepala Daerah tentang Penjabaran | Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta Kabupaten
02 02]2.01{0009|Regulasi serta Kebijakan Bidang  [Kebijakan Bidang Anggaran 350.111.773,00 226.198.295 |1 Dokumen 85.370.571|Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 93.907.628| BKAD
Anggaran Selatan
Koordinasi Perencanaan Anggaran|Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten
02 02]2.01{0010{ Pendapatan Koordinasi Perencanaan 0,00 0|1 Dokumen 9.704.394|Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 10.674.833| BKAD
Anggaran Pendapatan Selatan
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten
02{02{2.01|0011| Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan 0,00 0|1 Dokumen 547.727.438| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 602.500.182| BKAD
Anggaran Belanja Daerah Selatan
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten
02102]2.01|0012| Anggaran Pembiayaan Koordinasi Perencanaan 0,00 0]1 Dokumen 9.633.563| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 10.596.919|BKAD
Anggaran Pembiayaan Selatan
Pembinaan Perencanaan Jumlah Orang yang
Penganggaran Dacrah Pemerintah | Mengikuti an{bi:uan Kabupaten
02{02]2.01/10013 - 0,00 0]120 Orang 356.684.591| Labuhanbatu | APBD Daerah 120 Orang 392.353.050 BKAD
Kabupaten/Kota Penganggaran Daerah Selatan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
0202 2.02 188.427.858,00 327.246.485 757.918.273 833.710.099
Koordinasi dan Pengelolaan Kas | Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten
02/ 02|2.02(0001| Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas 52.693.058,00 66.291.235 1 Dokumen 76.733.325| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 84.406.657| BKAD
Daerah Selatan
Pengelolaan Sisa Lebih Jumlah Laporan Hasil
Perhitungan Anggaran Pengelolaan Sisa Lebih Kabupaten
02 02]2.02|0002 " 0 0| 0 Laporan - |Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Laporan - |BKAD
Tahun Sebelumnya Perhitungan Anggaran Tahun
Selatan
Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten
02022.02(0003| Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian ~ dan Penerbitan 7.124.000,00 12.168.991 33 Dokumen| 29.293.952| Labuhanbatu | APBD Daerah 33 Dokumen 32.223.347|BKAD
Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD Selatan
Penatausahaan Pembiayaan Jumlah  Dokumen  Hasil Kabupaten
02| 02]2.02(0004{ Daerah Penatausahaan 0 0| 1 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen - |BKAD
Pembiayaan Daerah Selatan
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, |Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi, Supervisi, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi, Supervisi, Kabupaten
02{02]2.02| 0005 . Lo - 0 0| 0 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Dokumen - |BKAD
Pengelolaan Dana Perimbangan | Monitoring, dan Evaluasi Selatan
dan Dana Transfer Lainnya Pengelolaan  Dana
Perimbangan
Koordinasi, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Kerjasama dan Pemantauan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja
Transaksi Non Tunai dengan Sama dan Pemantauan Kabupaten
02 02{2.02|0006] . . 24.802.900,00 44.995.927| 1 Dokumen 55.505.443|Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 61.055.987|BKAD
Lembaga Keuangan Bank dan Transaksi Non Tunai dengan Selatan
Lembaga Keuangan Bukan Bank |Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank




Urusan Bidang Indikator Target Realisasi Prakiraan . N Prakiraan Maju Perangkat
N . N Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan -
Kode Urusan Program l'rolgram Ak.lur Capaian - Capaian _ Kelompok Rencana Tahun 2027 Daerah
Kegiatan/ ! Keglﬂt}m/ Periode RKPD Target RKPD Target 2026 Pagu Lokasi Sumber i Prioritas Sasaran Target Pagu Penanggung
Sub Kegiatan Sub Kegiatan RPJMD Tahun 2024 Tahun 2025 Indikatif Dana | Nasional | Daerah Indikatif Jawab
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Realisasi
Laporan Realisasi Penerimaan dan|Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan | Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pelaksanaan
F T dan P P dan
I Perhi Fihak  |Peny Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Kabupaten
5102{022.02{0007| Koordinasi dalam rangka 54.475.700,00 62.046.627| 1 Laporan 113.608.765| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 124.969.641BKAD
Penyusunan Laporan Realisasi Selatan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Dacrah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang|Jumlah Dokumen Hasil
dan Utang Daerah yang Timbul |Koordinasi Pelaksanaan Piutang
Akibat Pengelolaan Kas, dan Utang Daerah yang Timbul Kabupaten
5 [02]02|2.02|0008| Pelaksanaan Analisis Akibat Pengelolaan Kas, 0 0| 1 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen - |BKAD
Pembi: dan F Pelak Analisis Selatan
Uang Daerah sebagai Pembiayaan dan Penempatan
Optimalisasi Kas Uang Dacrah sebagai
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan | Jumlah Dokumen Hasil
Pengeluaran Kas serta Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten
51 02{02(2.02|0009| P dan P dan Py 1 Kas serta 22.482.300,00 24.270.543| 1 Dokumen 64.079.803|Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 70.487.783| BKAD
Atas SP2D dengan Instansi Pemungutan dan Pemotongan Selatan
Terkait atas SP2D dengan Instansi
Penyusunan Petunjuk Teknis Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan | Berkaitan dengan Penerimaan Kabupaten
5102{02(2.02]{0010| 26.849.900,00 73.121.925| 1 Dokumen 101.710.149| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 111.881.164 BKAD
Pengeluaran Kas Serta dan Pengeluaran Kas serta N
Selatan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Pertanggungjawaban Sub
Pembinaan Penatausahaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Keuangan Pemerintah Pembinaan Penstoustianm Kabupaten
5(02{02{2.02|0011 . 0 44.351.237| 33 Orang 316.986.836| Labuhanbatu | APBD Daerah 33 Orang 348.685.520| BKAD
Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah
Selatan
Kab Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan
5102{02(2.03 Akuntansi dan Pelaporan 750.058.832,00 985.399.882 1.005.420.716 1.105.962.788
Keuangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Akuntansi Penerimaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten
5102{02{2.03{0001 . . 0 0| 1 Laporan - [Labuhanbatu APBD Daerah 1 Laporan - |[BKAD
Pengeluaran Kas Daerah Akuntansi Penerimaan dan
Selatan
Pengeluaran _Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, |Jumlah Dokumen Hasil
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, |Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kabupaten
5| 02{02(2.03]|0002| Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- | Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 0 0| 0 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Dokumen - |BKAD
LO dan Beban Belanja, Pembiayaan, Pendapatan Selatan
LO, dan Beban
lr(:)lordmasl P.cnyuaun':m Laporan ;’Lillnlah Laporan ] Kabupaten
5 (02{02{2.03]0003| APBD Bulanan, Triwulanan dan | APBD Bulanan, Triwulanan dan 15.806.100,00 16.305.422| 18 Laporan 23.689.989 ]S_:}:l:‘?nbalu APBD Daerah 18 Laporan 26.058.988| BKAD
Semesteran Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan |Jumlah Laporan Keuangan Kabupaten
5 | 02{ 02| 2.03| 0004| SKPP: BLUD dan Laporan SKPD, BLUD dan Laporan 171.214.642,00 200.999.274| 1 Laporan 230.123.788| Labuhanbatu | APBD Dacrah 1 Laporan 253.136.167| BKAD
Keuangan Pemerintah Dacrah Keuangan Pemerintah Dacrah
. Selatan
vang Terk lid
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang
Tentang P jawat Per jawaban Pelak
Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota dan Kabupaten
5 102]02(2.03]|0005| Kabupaten/Kota dan Rancangan | Rancangan Peraturan Kepala 267.020.000,00 429.027.625| 2 Dokumen 434.620.103| Labuhanbatu | APBD Daerah 2 Dokumen 478.082.113| BKAD
Peraturan Kepala Dacrah tentang | Dacrah tentang Penjabaran Selatan
Penj Per jawab Per j P
Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan Panduan
Panduan Teknis Operasional Teknis Operasional Kabupaten
5 102{02{2.03]0009| N P P . P 0 49.696.770 | 0 Dokumen - [Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Dokumen - |BKAD
Pemerintah Dacrah Pemerintah Dacrah Selatan




Urusan Bidang Indikator Target Realisasi Prakiraan . N Prakiraan Maju Perangkat
N . N Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan -
Urusan Program Program Akhir Capaian Capaian Kelompok Rencana Tahun 2027 Daerah
Kode Kegiatan/ Kegiatan/ Periode RKPD Target RKPD Pagu Lokast ] Sumber Prioritas Sasaran . Pagu Penanggung
Sub Kegiatan Sub Kegiatan RPIMD Tahun 2024 Tahun 2025 Target 2026 Indikatif oast Dana | Nasional | Dacrah arget Indikatif Jawab
Penyusunan Sistem dan Prosedur |Jumlah Sistem dan Prosedur Kabupaten
51 02{022.03| 0010 Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan 20.305.110,00 40.004.418 | 1 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen - |BKAD
Keuangan Pemerintah daerah Keuangan Pemerintah Daerah Selatan
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan |Jumlah Orang yang Mengikuti
5(02{02{2.03|0011 3 . 275.712.980,00 249.366.373 |33 Orang 316.986.836| Labuhanbatu | APBD Dacrah 33 Orang 348.685.520| BKAD
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban Selatan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Keuangan|Jumlah BLUD Kabupaten/Kota Kabupaten
5 102{022.03]0012| BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 0 010 Lembaga - |Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Lembaga - |[BKAD
Selatan
5 [02]02]2.04 Penunjang U:(“ff’:‘ﬁ":_‘:‘;':::g:" 122.952.915.928,00 125.499.674.952 139.655.542.583 153.621.096.842
Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan Hasil Analisis Kabupaten
5| 02{02(2.04| 0008| Penyaluran Bantuan Keuangan Perencanaan dan Penyaluran 120.596.865.392,00 117.534.811.960 |4 Laporan 123.670.653.600| Labuhanbatu | APBD Daerah 4 Laporan 136.037.718.960| BKAD
Bantuan Keuangan Selatan
Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
5| 02{02(2.04| 0009| Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan 17.980.000,00 3.047.948.369 |1 Laporan 7.800.000.000( Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 8.580.000.000{BKAD
Mendesak Selatan
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
5 102{022.04]|0010| Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil 2.338.070.536,00 4.916.914.623 |2 Laporan 8.184.888.983(Labuhanbatu | APBD Daerah 2 Laporan 9.003.377.882 BKAD
Kabupaten/Kota Selatan
Pengelolaan Data dan
5 02| 02| 2.05 lmplelFenlasi Sistem I-nformasi 0,00 0 _ _
Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan [ Jumlah Dokumen Hasil
Sistem Informasi Pemerintah Implementasi dan Pemeliharaan Kabupaten
5102{032.05{0002| . . . : 0 0|0 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD 0 Dokumen - |BKAD
Dacrah Bidang Keuangan Daerah |Sistem Informasi Pemerintah Selatan
Daerah Bidang Keuangan Daerah
5 02|03 Program Pengelolaan Barang 936.500.774,00 880.699.688 1.854.016.688 2.039.418.358
Milik Daerah
5 [02f03|z01| | Penecolaan Barang Milik 936.500.774,00 880.699.688 1.854.016.688 2.039.418.358
Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Kabupaten
5(02{03{2.01|0001 Disusun 63.251.600,00 86.038.725 |1 Dokumen 91.022.920(Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 100.125.212 BKAD
Selatan
Penyusunan Standar Barang Milik | Jumlah Standar Barang Milik Kabupaten
5| 02]| 03] 2.01|0002( Daerah dan Standar Kebutuhan | Daerah dan Standar Kebutuhan 20.784.800,00 19.326.336 | 1 Dokumen 30.315.757| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 33.347.333| BKAD
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Selatan
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Kabupaten
5 {02]03]2.01|0003| Kebutuhan Barang Milik Daerah |Barang Milik 0 00 Dokumen - |Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Dokumen - |BKAD
Daerah Selatan
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Pengelolaan Kabupaten
5 102{03(2.01|0004| Pengelolaan Barang Milik Daerah |Barang Milik Daerah 33.384.300,00 53.307.073| 1 Dokumen 53.669.536| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 59.036.490| BKAD
Selatan
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Kabupaten
5102{03(2.01|0005| Daerah Barang Milik 0 00 Laporan - |Labuhanbatu | APBD Daerah 0 Laporan - |BKAD
Daerah Selatan
Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
5102{032.01] 0006 Inventarisasi (LHI) Barang Milik 81.610.239,00 148.017.440(1 Laporan 150.259.536| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 165.285.490 BKAD
Daerah Selatan
Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
5 (02{03{2.01|0007| Pengamanan Barang Milik 459.166.220,00 154.562.599 1 Laporan 462.441.509( Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 508.685.660| BKAD
Daerah Selatan
Penilaian Barang Milik daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah dan Hasil Kabupaten
5 (02{03{2.01]0008] A . 37.190.400,00 106.871.780 1 Laporan 122.285.293|Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 134.513.822BKAD
Koordinasi Penilaian Barang Selatan
Milik Daerah
Pengawasan dan Pengendalian | Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
5| 02{032.01|0009| Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian 90.919.800,00 44.039.477|1 Laporan 91.063.247| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 100.169.572| BKAD
Pengelolaan Barang Milik Selatan




Urusan Bidang Indikator Target Realisasi Prakiraan . N Prakiraan Maju Perangkat
N N N Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan -
Kode Urusan Program Program Akhir Capaian Capaian Kelompok Rencana Tahun 2027 Daerah
Kegiatan/ Kegiatan/ Periode RKPD Target RKPD Target 2026 Pagu Lokasi | Sumber _Prioritas Sasaran Target Pagu Penanggung
Sub Kegiatan Sub Kegiatan RPJMD Tahun 2024 Tahun 2025 Indikatif Dana Nasional | Daerah Indikatif Jawab
Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Dokumen Hasil
P ; h Optuna}uasl .“ : Kabupaten
02/ 03{2.01{0010 ‘an. dan ¥ . ; 48.471.115,00 129.687.808| 1 Dokumen 451.194.429| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Dokumen 496.313.872| BKAD
Barang Milik Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan
. Selatan
Barang Milik
Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
02]03{2.01|0011| Penyusunan Laporan Barang Rekonsiliasi dalam rangka 63.347.900,00 74.079.412|1 Laporan 97.432.443| Labuhanbatu | APBD Daerah 1 Laporan 107.175.687| BKAD
Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Selatan
Penyusunan Laporan Barang Jumlah Laporan Barang Milik Kabupaten
02{03(2.01{0012|Milik Daerah Daerah yang Disusun 30.003.400,00 30.149.558| 1 Laporan 42.132.002| Labuhanbatu APBD Daerah 1 Laporan 46.345.202| BKAD
Selatan
Pembinaan Pengelolaan Barang ~ |Jumlah Orang yang Mengikuti
Milik Dacrah Pemerintah Pembinaan Pengelolaan B Kabupaten
02{ 03] 2.01| 0013 V111 Dacrah Femerinta embinaan tengeloaan Sarang 8.371.000,00 34.619.480(66 Orang 262.200.016| Labuhanbatu | APBD Dacrah 66 Orang 288.420.018| BKAD
Kabupaten/Kota Milik Daerah Pemerintah
Selatan
Kab Kota
Kotapinang, Juni 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004




RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LABUHANBATU SELATAN

TAHUN 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T:KRHG|ET REALISASI Plé,:gz,:QN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 158.211.353.151,00 178.152.901.466,00
5 UNSUR PENUNJANG 158.211.353.151,00 178.152.901.466,00
URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN 158.211.353.151,00 178.152.901.466,00
1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG - - 13.296.712.198,00 19.026.383.418,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01 Perencanaan, - - 32.807.830,00 - Reformasi 36.088.614,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Penganggaran, dan Evaluasi Birokrasi ASET DAERAH
Kinerja Perangkat Daerah dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 3 Dokumen 5.222.854,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 5.745.139,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Perencanaan Perangkat Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Daerah Selatan, Semua dan Tata
Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6.402.919,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 7.043.211,00 | BADAN KEUANGAN DAN
RKA-SKPD dan Laporan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, Semua dan Tata
Dokumen RKA-SKPD Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

5.02.01.2.01.0003

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / TAAKRHGIIFE{T REALISASI P%:I;X\’I,:QN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 6.472.596,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 7.119.856,00 | BADAN KEUANGAN DAN
RKA-SKPD dan Laporan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, Semua dan Tata
Dokumen Perubahan Kecamatan, Kelola Pem
RKA-SKPD Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.295.938,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 6.925.532,00 | BADAN KEUANGAN DAN
dan Laporan Hasil Koordinasi Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Penyusunan Dokumen Selatan, Semua dan Tata
DPA-SKPD Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 6.320.926,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 6.953.019,00 | BADAN KEUANGAN DAN
DPA-SKPD dan Laporan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, Semua dan Tata
Dokumen Perubahan Kecamatan, Kelola Pem
DPA-SKPD Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 2.092.597,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 2.301.857,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, Semua dan Tata
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Kelola Pem
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kel/Desa erintahan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Meningkatk
SKPD an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.02.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

10.876.500.393,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

16.364.150.432,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

21
Orang/bulan

10.531.741.792,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

15.984.915.971,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.02.0002

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

1 Dokumen

51.375.833,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

56.513.416,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

1 Dokumen

293.382.768,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

322.721.045,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

9

10

11

12

13

14

15 16

17

5.02.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

365.236.945,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

401.760.639,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

5 Paket

132.206.402,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

145.427.042,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.05.0010

Sosialisasi Peraturan Perunda

ng-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan
Perundang-Undangan

33 Orang

148.789.143,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

163.668.057,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

10 Orang

84.241.400,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

92.665.540,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.02.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

590.300.003,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

649.330.004,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

1 Paket

13.850.606,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

15.235.667,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket

15.153.701,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

16.669.071,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket

32.057.160,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

35.262.876,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.06.0008

Fasilitasi Kunjungan Tamu




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

1 Laporan

25.401.756,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

27.941.932,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

30 Laporan

503.836.780,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

554.220.458,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

159.097.955,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

175.007.750,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.07.0005

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

13 Unit

53.498.630,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

58.848.493,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

8 Unit

105.599.325,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

116.159.257,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

866.649.512,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

953.314.463,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

2 Laporan

386.879.652,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

425.567.617,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.08.0003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Laporan

60.000.000,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

66.000.000,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

15 Laporan

419.769.860,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

461.746.846,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TﬁKRHGllFEeT REALISASI Pléiléls,:ﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - - 406.119.560,00 - Meningkatk 446.731.516,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Daerah Penunjang Urusan an Tata ASET DAERAH
Pemerintahan Daerah Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 1 Unit 38.420.000,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Meningkatk 42.262.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Perorangan Dinas atau Labuhanbatu UMUM (DAU) an Tata ASET DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Selatan, Semua Kelola Pem
yang Dipelihara dan Kecamatan, erintahan
dibayarkan Pajaknya Semua Kel/Desa dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 14 Unit 278.999.560,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 306.899.516,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Operasional atau Lapangan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
yang Dipelihara dan Selatan, Semua dan Tata
dibayarkan Pajak dan Kecamatan, Kelola Pem
Perizinannya Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 23 Unit 31.400.000,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Meningkatk 34.540.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Lainnya yang Dipelihara Labuhanbatu UMUM (DAU) an Tata ASET DAERAH
Selatan, Semua Kelola Pem
Kecamatan, erintahan
Semua Kel/Desa dan
Pelayanan
Publik
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 57.300.000,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 63.030.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Bangunan Lainnya yang Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, Semua dan Tata
Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
2. 5.02.02 PROGRAM - - - 143.060.624.265,00 157.087.099.690,00
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
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3 4

9

10
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12

13

14

15

16
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5.02.02.2.01

Koordinasi dan Penyusunan | -
Rencana Anggaran Daerah

1.641.742.693,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

1.526.329.961,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0001

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan
PPAS yang Disusun

2 Dokumen

18.524.892,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

20.377.381,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
yang Disusun

2 Dokumen

18.929.092,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

20.822.001,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0003

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah RKA-SKPD yang
Diverifikasi

33 Dokumen

9.675.100,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

10.642.610,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0004

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
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Jumlah Perubahan
RKA-SKPD yang Diverifikasi

33 Dokumen

9.446.340,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

10.390.974,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0005

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Jumlah DPA- SKPD yang
Diverifikasi

33 Dokumen

8.637.079,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

9.500.787,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0006

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Perubahan
DPA-SKPD yang Diverifikasi

33 Dokumen

8.655.561,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

9.521.117,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0007

Koordinasi dan Penyusunan P

eraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

2 Dokumen

276.342.441,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

303.976.685,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0008

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
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Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

2 Dokumen

282.411.631,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

31.065.794,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0009

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

1 Dokumen

85.370.571,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

93.907.628,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0010

Koordinasi Perencanaan Angg

aran Pendapatan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pendapatan

1 Dokumen

9.704.394,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

10.674.833,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0011

Koordinasi Perencanaan Angg

aran Belanja Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

1 Dokumen

547.727.438,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

602.500.182,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0012

Koordinasi Perencanaan Angg

aran Pembiayaan
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Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

1 Dokumen

9.633.563,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

10.596.919,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.01.0013

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

120 Orang

356.684.591,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

392.353.050,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.02

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

757.918.273,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

833.710.099,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.02.0001

Koordinasi dan Pengelolaan K

as Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

1 Dokumen

76.733.325,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

84.406.657,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.02.0003

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRI—?lIFEQT REALISASI PE%'EQQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil 33 Dokumen 29.293.952,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 32.223.347,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Pengendalian dan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Penerbitan Anggaran Kas Selatan, Semua dan Tata
dan SPD Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 55.505.443,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 61.055.987,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Koordinasi, Pelaksanaan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Kerja Sama dan Pemantauan Selatan, Semua dan Tata
Transaksi Non Tunai dengan Kecamatan, Kelola Pem
Lembaga Keuangan Bank Semua Kel/Desa erintahan
dan Lembaga Keuangan Meningkatk
Bukan Bank an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Laporan Realisasi 1 Laporan 113.608.765,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 124.969.641,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Penerimaan dan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Pengeluaran Kas Daerah, Selatan, Semua dan Tata
Laporan Aliran Kas, dan Kecamatan, Kelola Pem
Pelaksanaan Semua Kel/Desa erintahan
Pemungutan/Pemotongan Meningkatk
dan Penyetoran Perhitungan an Tata
Fihak Ketiga (PFK) dan Kelola Pem
Laporan Hasil Koordinasi erintahan
dalam rangka Penyusunan dan
Laporan Realisasi Pelayanan
Penerimaan dan Publik
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 64.079.803,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 70.487.783,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Rekonsiliasi Data Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Penerimaan dan Selatan, Semua dan Tata
Pengeluaran Kas serta Kecamatan, Kelola Pem
Pemungutan dan Semua Kel/Desa erintahan
Pemotongan atas SP2D Meningkatk
dengan Instansi Terkait an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

5.02.02.2.02.0010

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
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PENANGGUNG JAWAB
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Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

1 Dokumen

101.710.149,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

111.881.164,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.02.0011

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

33 Orang

316.986.836,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

348.685.520,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.03

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

1.005.420.716,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

1.105.962.788,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.03.0003

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bu

lanan, Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

18 Laporan

23.689.989,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

26.058.988,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.03.0004

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGllFEQT REALISASI Plé,:gz,:ﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 230.123.788,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi | - 253.136.167,00 | BADAN KEUANGAN DAN
SKPD, BLUD dan Laporan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Keuangan Pemerintah Selatan, Semua dan Tata
Daerah yang Terkonsolidasi Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

5.02.02.2.03.0005

Koordinasi dan Penyusunan R

ancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A

PBD Kabupaten/Kota

Jumlah Rancangan 2 Dokumen 434.620.103,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi - 478.082.113,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Peraturan Daerah tentang Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Pertanggungjawaban Selatan, Semua dan Tata
Pelaksanaan APBD Kecamatan, Kelola Pem
Kabupaten/Kota dan Semua Kel/Desa erintahan
Rancangan Peraturan Meningkatk
Kepala Daerah tentang an Tata
Penjabaran Kelola Pem
Pertanggungjawaban erintahan
Pelaksanaan APBD dan
Kabupaten/Kota Pelayanan
Publik
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang 99 Orang 316.986.836,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi - 348.685.520,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Mengikuti Pembinaan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Akuntansi, Pelaporan dan Selatan, Semua dan Tata
Pertanggungjawaban Kecamatan, Kelola Pem
Pemerintah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan - - - 139.655.542.583,00 - Reformasi | - 153.621.096.842,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Kewenangan Pengelolaan Birokrasi ASET DAERAH
Keuangan Daerah dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

5.02.02.2.04.0008

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

4 Laporan

123.670.653.600,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA BAGI
HASIL (DBH),
DANA DESA

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

136.037.718.960,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.04.0009

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

1 Laporan

7.800.000.000,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

8.580.000.000,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.02.2.04.0010

Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota

2 Laporan

8.184.888.983,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI
DAERAH - LRA

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

9.003.377.882,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03

PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

1.854.016.688,00

2.039.418.358,00

5.02.03.2.01

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

1.854.016.688,00

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

2.039.418.358,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0001

Penyusunan Standar Harga




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Standar Harga yang
Disusun

1 Dokumen

91.022.920,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

100.125.212,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0002

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Mili

k Daerah

Jumlah Standar Barang Milik
Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

1 Dokumen

30.315.757,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

33.347.333,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0004

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

1 Dokumen

53.669.536,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

59.036.490,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0006

Inventarisasi Barang Milik Dae

rah

Jumlah Laporan Hasil
Inventarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah

1 Laporan

150.259.536,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

165.285.490,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0007

Pengamanan Barang Milik Daerah




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / T:KRHGllFEQT REALISASI Pﬁiﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 462.441.509,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 508.685.660,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Pengamanan Barang Milik Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Daerah Selatan, Semua dan Tata
Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 122.285.293,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 134.513.822,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Penilaian Barang Milik Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Daerah dan Hasil Koordinasi Selatan, Semua dan Tata
Penilaian Barang Milik Kecamatan, Kelola Pem
Daerah Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 91.063.247,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 100.169.572,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Pengawasan dan Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Pengendalian Pengelolaan Selatan, Semua dan Tata
Barang Milik Daerah Kecamatan, Kelola Pem
Semua Kel/Desa erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 451.194.429,00 | Kab. DANA ALOKASI | - Reformasi 496.313.872,00 | BADAN KEUANGAN DAN
Optimalisasi Penggunaan, Labuhanbatu UMUM (DAU) Birokrasi ASET DAERAH
Pemanfaatan, Selatan, Semua dan Tata
Pemindahtanganan, Kecamatan, Kelola Pem
Pemusnahan, dan Semua Kel/Desa erintahan
Penghapusan Barang Milik Meningkatk
Daerah an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

5.02.03.2.01.0011

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

1 Laporan

97.432.443,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

107.175.687,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0012

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah yang Disusun

1 Laporan

42.132.002,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

46.345.202,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

5.02.03.2.01.0013

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab

upaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

66 Orang

262.200.016,00

Kab.
Labuhanbatu
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Reformasi
Birokrasi
dan Tata
Kelola Pem
erintahan
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Pelayanan
Publik

288.420.018,00

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

JUMLAH

158.211.353.151,00

178.152.901.466,00




